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ABSTRAK 
Rezky Amelia Madina (E21111902), Gaya Kepemimpinan Walikota  Kota 
Makassar, xii+105Halaman+2 tabel+1 gambar+20 pustaka (1988-2013)+5 
Lampiran 
 
Salah satu pendukung terciptanya kinerja yang tinggi adalah peran 
pemimpin yang mampu menampilkan  kepemimpinan yang baik dan tepat. 
Eksistensi pemimpin makin penting ketika dihadapkan pada situasi dengan 
keragaman karakteristik dan kemampuan yang dimiliki anggota organisasi. Gaya 
kepemimpinan diartikan perilaku atau cara yang dipilih dan dipergunakan 
pemimpin dalam mempengaruhi pikiran , perasaan , sikap , dan perilaku 
organisasinya. Pemimpin bukan saja sekedar kemampuan mempengaruhi dan 
menggerakkan bawahannya agar mereka secara proaktif tergugah untuk 
meningkatkan kinerja dengan malakukan berbagai tindakan demi tercapainya visi, 
misi dan tujuan organisasi agar dapat memberikan pelayanan prima pada 
masyarakat. Berkaitan dengan esensi pengaruh dalam kepemimpinan bukanlah 
semata-mata berbentuk instruksi melainkan lebih merupakan kemampuan untuk 
bergerak yang dapat memberikan inspirasi kepada bawahan sehingga inisiatif dan 
kreativitas mereka berkembang secara optimal untuk meningkatkan kinerjanya, 
maka peranan atasan dalam memimpin bawahannya sangat penting, karena hal 
ini sangat berkaitan erat dengan kemampuan para atasan dalam menerapkan jiwa 
kepemimpinannya. 
Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apakah  
gaya kepemimpinan yang sedang diterapkan oleh Walikota Makassar dalam 
memimpin, Penelitian ini bertempat di kantor Balaikota Provinsi Sulawesi Selatan, 
menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Instrumen pengumpulan data 
adalah wawancara terhadap informan atau narasumber baik secara lisan maupun 
wawancara terstruktur, observasi pada lokasi penelitian dan juga berdasarkan 
dokumen berupa literatur, dokumen, tabel, karya tulis ilmiah yang tersedia pada 
lembaga yang terkait dengan penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini 
dilakukan secara kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa walokota Makassar dalam 
menjalankan kepemimpinannya di Balaikota menerapkan 3 gaya kepemimpinan 
yaitu gaya Otoriter, gaya Demokratis, dan gaya Laissez Faire. Kepemimpinan 
Demokratis merupakan gaya kepemimpinan yang paling dominan diterapkan oleh 
Walikota Makassar, namun kedua gaya kepemimpinan yang lainnya juga 
diterapkan namun di sesuaikan dengan kondisi dan situasi yang dihadapi saat 
memimpin. Sedangkan kemampuan pegawai sedah menunjukkan optimalnya 
tanpa harus selalu diberikan arahan dari Walikota Makassar karena sudah 
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ABSTRACT 
Rezky Amelia Madina (E21111902), The Mayor's Leadership 
Style  Of The City Of Makassar, xii +105 Pages +2 table+1 image+20 library 
(1988-2013)+5 Attachment 
One of the supporters of the creation of a high performance was the role 
of a leader who is capable of showing good leadership and the right. The 
existence of the leader of the more important when faced with a situation with a 
diversity of characteristics and capabilities of members of the Organization. 
Leadership styles defined behavior or the way that selected and used leaders in 
influencing the thoughts, feelings, attitudes, and behaviors of the Organization. 
The leader of not only the mere ability to affect and move his subordinates so they 
moved proactively to improve performance by making various actions in order to 
achieve the vision, mission and objectives of the Organization in order to provide 
excellent service to the public. With regard to the essence of influence in 
leadership is not solely the shape instructions but rather is the ability to move that 
can give inspiration to sub ordinates so that initiatives and creativity they 
developed optimally to improve its performance, then the role of the supervisor in 
leading his very important, because it is so closely related to the ability 
of the supervisor in applying the soul of leadership. 
In General, this research aims to find out what kind of leadership style is 
being applied by the Mayor of Makassar in the lead, The Research Office is 
housed in the City Hall of South Sulawesi province, use a 
descriptive qualitative study type. Data collection instrument is the 
interview against the informer or informant whether 
oral or structured interviews, observations on the location of research 
and also based on a document in the form of literature, documents, tables, a 
scientific paper is available on the institutions related to research. The 
data analysis techniques in qualitative research was conducted. 
The results of this research show that the Mayor of Makassar in 
running his City Hall applying 3 leadership style that is Authoritarian, 
democratic style, and Laissez Faire style. The democratic leadership is 
a leadership style that is most predominant applied by the Mayor of Makassar, but 
both leadership style more suitable but also applied to the conditions 
and situations encountered while the leading. While the ability 
of employees currently shows optimal without having to always be given referrals 
from Makassar Mayor because it already has the duties and function 
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Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh... 
Segala puja dan puji hanya milik Allah SWT., Tuhan semesta alam atas 
limpahan rahmat, karunia, dan hidayah yang senantiasa dilimpahkan kepada 
hamba-hamba-Nya. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah 
Muhammad SAW yang menjadi pemimpin utama umat manusia dalam melakukan 
revolusi kehidupan dari zaman kebiadaban menuju zaman beradab seperti 
sekarang ini. Sehingga dengan demikian penulis dapat menyelesaikan 
penyusunan skripsi dengan judul “Gaya Kepemimpinan Walikota Kota 
Makassar Periode 2014-2019 ” 
Dalam penyusunannya penulis menyadari begitu banyak hambatan-
hambatan yang sedikit banyak menghalang sehingga usaha dan kerja keras 
menjadi sebuah keharusan bagi penulis. Tentunya dalam setiap usaha manusia 
senantiasa ada campur orang lain sejatinya manusia tidak akan bisa hidup tanpa 
manusia lainnya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tak 
terhingga kepada Ayahanda Ir.Madina Mana dan Ibunda Ir.Darmawati Demmu  
atas segala kebaikan dan kesabaran menjadi orang tua  bagi anakmu ini. Terima 
kasih pula atas do’a yang engkau panjatkan pada Allah SWT  hingga anakmu bisa 
tumbuh dewasa dan bisa menyelesaikan satu fase dalam hidupnya. Kepada 
keluarga besar penulis (Nenek Sitti duri , Rheza Fajar Adi Putra Madina , Resty 
Sabrina Indah Putri Madina , Nenek Hj sonia , Almarhum Nenek Hj Mana , 
Almarhum dan Almarhuma Nenek Marintang dan Nenek Kamaruddin serta Semua 
Keluarga  ) terima kasih atas cinta , doa dan kasih serta motivasi yang diberikan 
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5. Bapak Dr.H. Muhammad Yunus , MA selaku pembimbing I serta Bapak Drs, 
H, Nurdin Nara ,  M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan  
dan masukan serta meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk 
mengarahkan, membimbing dan menyempurnakan skipsi ini.  
6. Seluruh pegawai Kantor Balaikota Makassar  yang cukup responsif dalam 
membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.  
7. Seluruh dosen Jurusan Ilmu Administrasi Universitas Hasanuddin (terkhusus 
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  BAB I 
 PENDAHULUAN  
I.1 Latar Belakang Masalah 
Dalam menghadapi ketatnya persaingan seharusnya Indonesia telah 
meningkatkan kualitas sumber daya manusianya (SDM) sejak puluhan tahun yang 
lalu karena hanya sumber daya manusia yang handal yang dapat menjadi 
keunggulan kompetitif bagi negara berkembang seperti Indonesia untuk 
mendapatkan manfaat di era globalisasi tersebut. 
Sumber daya manusia yang mempunyai etos kerja yang tinggi, terlatih dan 
terampil suatu organisasi dapat melakukan pelatihan, pendidikan dan bimbingan 
untuk sumber daya manusianya. Hanya saja untuk menghasilkan sumber daya 
manusia yang mempunyai etos kerja dan prestasi tinggi seorang pegawai tidak 
hanya perlu memiliki keterampilan, tetapi harus juga memiliki keinginan dan 
kegairahan untuk berprestasi tinggi karena berkembang tidaknya suatu organisasi 
baik organisasi pemerintahan maupun swasta, sangat ditentukan oleh anggota 
personil dari organisasi itu sendiri.  
Di zaman sekarang dan di manapun setiap organisasi tidak akan berhasil 
dan bertahan dalam persaingan tanpa sumber daya yang mendukung jalannya 
suatu organisasi, terutama sumber daya manusia yang menjadi salah satu faktor 
utama dalam sebuah organisasi baik organisasi skala besar maupun kecil. Sumber 
daya manusia dipandang sebagai unsur yang sangat menentukan dalam proses 
pengembangan usaha. 
Salah satu sumber daya manusia yang menjadi penentu keberhasilan 
organisasi adalah pimpinan. Seorang pemimpin merupakan unsur yang sangat 
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berpengaruh dalam menjalankan organisasi. Seorang pemimpin harus 
mempunyai jiwa atau keahlian dalam mengontrol dan mempengaruhi segala yang 
menyangkut jalannya organisasi yang di pimpinnya dengan kata lain bahwa 
seorang yang berkeinginan untuk menjadi pemimpin haruslah mempunyai jiwa 
kepemimpinan karena tanpa hal itu akan mustahil seseorang untuk memimpin 
suatu organisasi. 
Kepemimpinan adalah sebuah topik yang masih sangat menarik untuk 
diteliti Kepemimpinan itu esensinya adalah pertanggungjawaban. Masalah 
kepemimpinan masih sangat baik untuk diteliti karena tiada habisnya untuk 
dibahas di sepanjang peradaban umat manusia. Ibaratnya, semakin sulit mencari 
pemimpin yang baik (good leader). Kesuksesan atau kegagalan suatu organisasi 
ditentukan oleh banyak hal, yang salah satunya adalah kepemimpinan yang 
berjalan dalam organisasi tersebut. Pemimpin yang sukses adalah pemimpin 
tersebut mampu menjadi pencipta dan pendorong bagi bawahanya dengan 
menciptakan suasana dan budaya kerja yang dapat memacu pertumbuhan dan 
memberikan pengaruh positif bagi karyawannya untuk melakukan pekerjaan 
sesuai dengan apa yang di arahkan dalam rangka mencapai tujuan yang di 
tetapkan. 
Dalam hal ini Walikota Makassar mempunyai tugas penting dalam 
menjalankan roda organisasi sekaligus roda pemerintahan, yang sangat 
diharapkan menggunakan gaya kepemimpinan yang efektif dalam melaksanakan 
tanggung jawab dan kewajiban yang akan dihadapi sebagai aparatur negara 
dalam manjalankan palayanan publik, sehingga sangat diharapkan adanya 
kapasitas yang memadai, integritas, dan komitmen serta kelebihan-kelebihan 
khusus dalam menggerakkan potensi sumber daya manusia yang dia pimpin. 
Salah satu pendukung terciptanya etos kerja yang tinggi adalah peran 
pemimpin yang mampu menampilkan  kepemimpinan yang baik dan tepat. 
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Eksistensi pemimpin makin penting ketika dihadapkan pada situasi dengan 
keragaman karakteristik dan kemampuan yang dimiliki anggota organisasi. 
 Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh 
seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain 
(Thoha, 2004:49). Gaya kepemimpinan diartikan perilaku atau cara yang dipilih 
dan dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap, dan 
perilaku organisasinya (Nawawi, 2003:113). 
Gaya Kepemimpinan yang diterapkan oleh Walikota Makassar sangat 
menentukan kemajuan dan keberhasilan dalam menjalankan dan memimpin 
pemerintahan. 
Untuk mencapai yang telah ditetapkan diperlukan adanya sosok pemimpin 
yang didukung oleh pegawai atau porsenil pelaksana kegiatan dan motor 
penggerak keberhasilan pelaksanaan tugas pokok organisasi dalam mencapai 
tujuan, karena dalam suatu organisasi selalu terdapat rangkaian hirarki, dengan 
pembatasan wewenang dan tugas masing-masing. Dan selalu terdapat dinamika 
atasan dan bawahan yang saling berhubungan serta melakukan kerjasama dalam 
usaha pencapaian tujuan. 
Dengan mengacu pada kondisi tersebut, maka persoalan yang timbul 
pemimpin bukan saja sekedar kemampuan mempengaruhi dan menggerakkan 
bawahannya agar mereka secara proaktif tergugah untuk meningkatkan kinerja 
dengan malakukan berbagai tindakan demi tercapainya visi, misi dan tujuan 
organisasi agar dapat memberikan pelayanan prima pada masyarakat. 
Berkaitan dengan esensi pengaruh dalam kepemimpinan bukanlah 
semata-mata berbentuk instruksi melainkan lebih merupakan kemampuan untuk 
bergerak yang dapat memberikan inspirasi kepada bawahan sehingga inisiatif dan 
kreativitas mereka berkembang secara optimal untuk meningkatkan kinerjanya, 
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maka peran atasan dalam memimpin para bawahannya sangat penting, karena 
hal ini sangat berkaitan erat dengan kemampuan para atasan dalam menerepkan 
jiwa kepemimpinanya. 
 Namun masih terjadi kendala pada Birokrasi Pemerintahan saat ini adanya 
tanggapan masyarakat bahwa aparatur pemerintahan belum maksimal 
menunjukkan kemampuan yang baik serta tidak profesional dalam menyelesaikan 
pekerjaan dan masih kurang kedisiplinan pada sebagian pegawai. Hal ini dapat di 
lihat dari berbagai penyimpangan dalam Birokrasi yang bisa berakibat buruk dan 
membuat kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintah menjadi 
menurun. Tidak  disiplin pegawai menjadi salah satu faktor buruknya pelayanan 
yang diberikan oleh aparatur pemerintah di Balai Kota Makassar dan hal ini 
menjadi isu yang sangat cepat menyebar di kalangan masyarakat, berdasarkan 
yang di tulis di salah satu media elektronik Antaranews.com dan 
BeritaKotaMakassar.com tanggal 22 Juli 2015 mengemukakan bahwa Walikota 
melakukan SIDAK pasca lebaran masih ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 
Tenaga Honorer yang belum masuk kerja atau membolos di hari pertama masuk 
kerja yang berjumlah 252 Orang, dan Pegawai yang terbanyak berada ruang 
lingkup sekretariat pemkot Kota Makassar berjumlah 163 Orang.  
 Pada SIDAK pertama yang dilakukan oleh Walikota Makassar pada saat 
awal puasa walikota Makassar namun tidak menemukan tapi saat SIDAK ke dua 
disinii lah Walikota Makassar menemukan banyak PNS mangkir dihari pertama . 
Disamping itu kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka 
peningkatan kinerja aparatur saat ini adalah dikarenakan inovasi dan kreativitas 
aparatur birokrasi masih perlu di tingkatkan lagi. Hal ini dapat dilihat dari fakta saat 
ini yakni manakala pimpinan melakukan tugas (dinas luar), maka ada isu bahwa 
tugas dan tanggung jawab yang ada dapat ditunda pelaksanaanya atau dengan 
kata lain selalu menunggu instruksi pimpinan dan kembali dari tugas dinas. 
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Dengan kondisi seperti itu maka proses pengurusan yang ada di birokrasi akan 
berjalan tidak sebagaimana mestinya. 
Adapun kendala yang dihadapi oleh Pemerintahan Daerah dalam 
meningkatkan etos kerja pegawai untuk kemajuan organisasi dan harus 
mendapatkan perhatian lebih untuk menghadapi isu-isu yang berkembang dan 
memperbaiki kondisi organisasi.  
Melihat betapa Pentingnnya peranan seorang pemimpin dalam 
menghadapi kendala-kendala yang terjadi maka faktor kepemimpinan mempunyai 
pengaruh besar dan Gaya kepemimpinan merupakan faktor pendukung yang 
menunjang keberhasilan seorang pemimpin juga, maka seorang pemimpin harus 
berkembang dalam hal Gaya kepemimpinannya agar dapat memimpin bawahanya 
dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. 
Berdasarkan uraian tersebut dengan demikian penulis tertarik untuk 
mengadakan penelitian mengenai  
“GAYA KEPEMIMPINAN WALIKOTA KOTA MAKASSAR PERIODE 2014-
2015“ 
I.2 Rumusan masalah  
Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah 
dalam penelitian ini yaitu: “Bagaimana Gaya Kepemimpinan Walikota Makassar”  
1.3 Tujuan Penelitian  
Penelitian yang dilaksanakan ini bertujuan untuk mengetahui Gaya 
Kepemimpinan yang sedang diterapkan oleh Walikota Makassar dalam memimpin 
pemerintahan. 
1.4 Manfaat Penelitian  
Berikut ini adalah kegunaan penelitian secara akademis dan praktis:  
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Kegunaan mendidik diharapkan dapat menjadi masukan atau bahan 
informasi bagi peneliti selanjutnya atau pun mahasiswa lain yang ingin mendalami 
studi tentang kepemimpinan. 
Kegunaan bukti diharapkan dapat menjadi referensi tentang gaya 
kepemimpin yang baik dan sebagai bahan informasi tentang kepemimpinan 




















  BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
II.1 Kepemimpinan  
II.1.1 Pengertian Kepemimpinan 
Dari aspek etimologi leadership dapat ditelusuri maknanya dengan 
mengupas secara harfiah. Pemaknaan secara harfiah lebih cenderung menelusuri 
asal muasal kata pembentuk konsep tersebut. Kepemimpinan adalah proses 
mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari 
anggota kelompok. 
Pada umumya para ahli berpedapat bahwa kepemimpinan (leadership) 
adalah pokok atau inti dari pada manajemen Kepemimpinan berkaitan pula 
dengan kemampuan motivasi, komunikasi, dan hubungan antar manusia, seorang 
pemimpin harus memotivasi. Kepemimpinan adalah kegiatan untuk 
mempengaruhi orang-orang supaya bekerja dengan ikhlas untuk mencapai tujuan 
bersama Terry (Sulistiyani, 2008:12) 
Kepemimpinan adalah sebuah hubungan yang saling mempengaruhi 
diantara pemimpin dan pengikut (bawahan) yang mengingkan perubahan nyata 
yang mencerminkan tujuan bersamanya Rost (Sulistiyani, 2008:13) 
Yukl (Pasolong 2013:4) mengatakan bahwa kepemimpinan sebagai proses 
mempengaruhi, yang mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa 
bagi para pengikut, pilihan dari sasaran bagi kelompok atau birokrasi, 
pengorganisasian dari aktivitas-aktivitas kerja untuk menggapai sasaran-sasaran 
tersebut, motivasi dari para pengikut untuk mencapai sasaran, pemeliharaan 
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hubungan kerja sama dan teamwork, serta perolehan dukungan dan kerja sama 
dari orang-orang yang berada di luar kelompok atau birokrasi. 
Rivai (Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi. 2008:3) Kepemimpinan 
terkadang dipahami sebagai kekuatan untuk menggerakkan dan mempengaruhi 
orang. Kepemimpinan sebagai sebuah alat, sarana atau proses untuk membujuk 
orang agar bersedia melakukan sesuatu secara sukarela. Ada beberpa faktor yang 
dapat menggerakkan orang yaitu karena ancaman, penghargaan, otoritasa, dan 
bujukan. 
Maxwell (Pasolong 2013:4) kepemimpinan adalah kemampuan 
memperoleh pengikut. Lebih jauh Maxwell menjelaskan bahwa 
“Pemimpin terkemuka suatu kelompok tertentu mudah 
ditemukan, perhatikan saja orang-orang ketika berkumpul. 
Kalau suatu persoalan harus diputuskan, siapa orang yang 
pandangannya tampak paling berharga, siapa yang paling 
diperhatikan, ketika persoalan dibicarakan? Siapa orang yang 
paling cepat disetujui oleh orang-orang lainnya, yang paling 
penting, siapa yang paling diikuti oleh orang yang lainnya? 
Jawaban terhadap semua pertanyaan itu akan membantu untuk 
menemukan siapa pemimpin yang sesungguhnya dalam suatu 
kelompok tertentu.” 
Rivai (Pasolong.2004:65), mengatakan pemimpin adalah anggota dari 
suatu kumpulan yang diberi kedudukan tertentu dan diharapkan dapat bertindak 
sesuai kedudukannya. Jadi pemimpin adalah juga seseorang dalam suatu 
perkumpulan yang diharapkan dapat menggunakan pengaruhnya untuk 
mewujudkan dan mencapai tujuan kelompok. Sudriamunawar (Pasolong.2006:1), 
Pemimpin adalah seseorang yang memiliki kecakapan tertentu yang dapat 
memengaruhi para pengikutnya untuk melakukan kerjasama kearah pencapaian 
tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Raven dan Wirjana (Pasolong.2006:4), 
mengatakan bahwa pemimpin adalah “seorang yang menduduki suatu posisi di 
kelompok, mempengaruhi orang-orang dalam kelompok itu sesuai dengan 
ekspektasi peran dan posisi tersebut, dan mengkordinasikan serta mengarahkan 
kelompok untuk mempertahankan diri serta mencapai tujuannya”. 
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Syafi’ie (Pasolong.2003:1), menyatakan bahwa pemimpin adalah orang 
yang mempengaruhi orang lain melalui proses kewibawaan komunikasi sehingga 
orang lain tersebut bertindak sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu. Sedangkan 
Nawawi (Pasolong.2004:9), mengatakan bahwa pemimpin adalah orang yang 
memimpin. Sedangkan pengertian pemimpin yang paling baru sebagai post 
modern dari Lantu (Pasolong.2007:29) mengatakan bahwa pemimpin adalah 
pelayan. Definisi yang terakhir sangat menarik karena yang terjadi selama ini 
adalah pemimpin yang dilayani, bukan melayani Intinya pemimpin adalah orang 
yang mempunyai pengikut dan pendukung karena kapasitasnya. 
Pasolong (2013:6) dalam menjelaskan konsep pemimpin & kepemimpinan, 
maka perlu pula memebrikan defenisi konsep-konsep yang erat kaitannya dengan 
kepemimpinan sebagai berikut yaitu: 
1. Kredibilitas adalah pondasi kepemimpinan (Kouzes 2004:25). Menurut Kouzes 
bahwa “tanpa kredibilitas anda tidak dapat menjadi pemimpin, karena dengan 
kradibilitas para pemimpin mendapat kepercayaan & keyakinan. Kredibilitas 
berakar dari masa lau dan berhubungan dengan reputasi. Sedangkan yang 
dimaksud dengan reputasi adalah jaminan manusia karena masa lalunya yang 
baik” 
2. Integritas menurut Maxwell (1995:37) adalah “faktor kapemimpinan yang paling 
penting.   Dengan integritas kepemimpinan menjadi lengkap, merupakan 
kesatuan dari perkataan dengan perbuatan. Integritas adalah apa diri kita yang 
sesungguhnya, atau dengan kata lain integritas bukan apa yang kita lakukan 
tetapi lebih banyak siapa diri kita, kar ena dengan integritas dapat membangun 
kepercayaan” 
3. Kedudukan menurut Tulus (1995:24) adalah “sekumpulan tugas, tanggung 
jawab dan wewenang seseorang” 
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4. Jabatan adalah perkerjaan yang telah melembaga dalam suatu instansi atua 
telah membudaya dalam masyarakat. Jabatan mancakup tanggung jawab dan 
wewenang. 
5. Wewenang (authority) menurut Stoner (1996:41) adalah “suatu bentuk 
kekuasaan, seringkali dipergunakan secara lebih luas untuk menunjuk 
kemampuan manusia menggunakan kekuasaan sebagai hasil dari cir-ciri 
seperti pengetahuan atau gelar” 
6. Tanggung Jawab adalah hal yang menjadi keharusan pemegang jawaban 
untuk; (a) menerima diri sebagai penyebab utama mengenai suatu kejadian, 
baik atau buruk, benar atau salah. (b) Menerima diri untuk dibenarkan atau 
disalahkan mengenai suatu kejadian. (c) Menerima hukuman jika salah 
melakukan sesuatu. (d) Memberi jawaban dan penjelasan dalam hal tertentu. 
7. Kewajiban adalah berbagai kelebihan yang dimiliki seseorang sehingga orang 
lain dapat mematuhi kehendaknya tanpa tekanan dalam melakukan kegiatan 
untuk mencapai tujuan. 
8. Kemampuan adalah totalitas kekuatan yang dimiliki oleh seseorang untuk 
melakukan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan. 
9. Pengaruh (influence) menurut Stoner (1996:161) adalah “tindakan atau contoh 
tingkah laku yang menyebabkan perubahan sikap atau tingkah laku orang atau 
kelompok lain” 
Hunt dan Osborn dalam Kast dan James E. Rosenzweig (2002:5151), 
menggambarkan dua jenis kepemimpinan sebagai berikut: 
1.  Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang ditentukan oleh 
peran pemimpin dan secara konsektual sama dengan perilaku supervisory 
standard dan kekepalan (hadship). 
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2.  Pemimpin bebas (discionary leadhership), melibatkan intervensi pemimpin di 
luar yang ditentukan oleh perannya. 
II.1.2 Pemimpin dan Manajer 
 Dalam perbincangan sehari-hari antara konsep kepemimpinan dan 
manajemen sering di pertukarkan satu sama lain. Secara teknis kegiatan sehari-
hari antara manajer dan pemimpin seolah-olah ada kemiripan satu sama lain. 
sebagai seorang manajer juga melakukan aktivitas kepemimpinan dan sebaliknya 
sebagai seorang pemimpin juga menjalankan fungsi-fungsi manajemen dilihat dari 
aspek penekanan adalah efisiensi di dalam menjalanakan fungsi-fungsi 
manajemen jika menggunakan versi Henry Fayol  maka seorang manajer 
menjalankan fungsi-fungsi : Planning , Organizing , Staffing , directing , 
coordinating , reporting , budgeting , sedangkan jika mengikuti terminology George 
R. Terry maka manajer menjalankan fungsi planning , organizing , actuating , dan 
controlling .  
 Kepemimpinan lebih mendasarkan pada sebuah iktikad untuk melakukan 
peran mempergaruhi dan mengarahkan secara efektif agar tujuan organisasi 
dapat tercapai dengan baik konsep efektif dapat dimaknai dengan adanya hasil 
yang memuaskan baik bagi pihak organisasi maupun bawahan sekalipun antara 
pimpinan dan manajer sama-sama memberikan arahan dan tujuan organisasi, 
namun penekanan manajer lebih pada kontrol sedangkan pimpinan lebih pada 
fasilitator  
 Menurut Safaria (2004:27) manajer lebih berfokus menciptakan rencana-
rencana secara detail jadwal-jadwal untuk tujuan khusus kemudian 
mengalokasikan sumber daya untuk mencapainya manajemen lebih banyak 
mengarahkan titik fokusnya pada hasil-hasil jangka pendek dan bottom line. 
Kepemimpinan lebih banyak berfokus menciptakan visi ke depan bagi organisasi 
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dan mengembangkan strategi jauh ke depan tentang perubahan-perubahan yang 
dibutuhkan untuk mewujudkan visi tersebut bagi organisasi. 
II.1.3. Teori lahirnya pemimpin  
Pemahaman tentang teori lahirnya pemimpin sebagai bagian yang dapat 
dikembangkan untuk mengenali praktik penyelenggaraan kepemimpinan untuk 
mengenali praktik peyelenggaraan kepemimpinan yang sering beraneka ragam. 
Pemahaman teori-teori tersebut diharapkan mampu mengasah sensitivitas 
pembelajaran untuk mengidentifikasi asal-usul kepemimpinan adapun secara jelas 
teori-teori lahirnya pemimpin tersebut dapat dikemukakan dalam tiga kategori  
1. Hereditary Theory 
Hereditary theory atau teori keturunan merupakan pandangan yang 
membenarkan bahwa pemimpin itu dillahirkan dengan demikian sejalan dengan 
pandangan pertama bahwa seorang pemimpin itu hanya berasal dari kalangan 
tertentu dan telah membawa sifat-sifat pemimpin sejak lahir. 
2. Social Theory 
Social theory merupakan teori yang sejalan dengan pandangan kedua bahwa 
seorang pemimpin itu menjadi pemimpin melalui pembentukan dengan proses 
tertentu. Biasanya dalam hal ini ditemph pendidikan formal atau non formal yang 
dapat membantu seseorang untuk membentuk kemampuan sebagai pemimpin 
dari proses inilah seseorang menjadi mempunyai kemampuan yang diperlukan 
untuk menjadi pemimpin. 
3. Situational Theory 
Situational theory disebut juga dengan enviroment theory atau teori lingkungan 
teori ini berdasarkan pada munculnya seorang pemimpin yang diilhami oleh 
kondisi tertentu.  
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II.1.4 Teori Kepemimpinan 
Dalam dunia pustaka kepemimpinan seperti yang kita ketahui tentang teori 
kepemimpinan sangat bervariasi. Diantaranya yang diungkapkan dalam literature 
kepemimpinan yang tersohor dari Ralph M. Stogdill yang kemudian diperluas oleh 
Bass (1981) ada diantara teori-teori itu yang muncul dari pendekatan terhadap 
kepemimpinan yang beberapa diantaranya telah dibicarakan dalam bagian 
terdahulu. 
1. Teori-teori Orang Besar (Great-Man Theories) 
Banyak tokoh dunia yang telah menentukan arah perjalanan sejarah ummat 
manusia. Tanpa Winston Churchill misalnya, inggris sudah hilang dalam tahun 
1940. Factor keberuntungan juga melengkapi atribut seorang tokoh dunia yang 
berhasil mengarahkan sejarah. Misalnya Lenin, andai kata ia digantung oleh rezim 
lama dan tidak diasingkan, maka sejarah Uni Soviet akan lain pula. Disamping itu, 
latar belakang keturunan keluarga Monarkhi telah terbukti dari penelitian F.A. 
Woods tahun 1913 bahwa saudara-saudara para raja juga mempunyai pengaruh 
yang luas dalam kerajaan tersebut. Bukan itu saja. Perkawinan antar keluarga 
kerajaan telah melahirkan kelompok aristocrat yang ikut berpengaruh luas dalam 
masyarakat.  
2. Teori sifat (Trait Theory) 
Analisis ilmiah tentang kepemimpian dimulai dengan memusatkan 
perhatiannya pada pemimpin itu sendiri. Pertanyan penting yang dicoba dijawab 
oleh pendekatan teoritis, iyalah apakah sifat-sifat yang membuat sesorang itu 
disebut sebagai pemimpin? 
Teori awal tentang sifat ini dapat ditelusuri kembali pada zaman yunani kuno 
dan zaman roma. Pada waktu itu orang percaya bahwa pemimpin itu dilahirkan, 
bukanya dibuat. Teori the great man menyatakan bahwa seseorang yang 
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dilahirkan sebagai pemimpin akan menjadi pemimpin tanpa memperhatikan 
apakah ia mempunyai sifat atau tidak mempunyai sifat sebagai pemimpin. 
3. Teori Kelompok 
Teori kelompok dalam kepemimpinan ini memiliki dasar perkembangan yang 
berakar pada psikologi social. Teori pertukaran yang klasik membantunya sebagai 
suatu dasar yang penting bagi pendekatan teori kelompok. 
            Teori kelompok ini beranggapan bahwa, supaya kelompok bias mencapai 
tujuan-tujuannya, harus terdapat suatu pertukaran yang positif diantara pemimpin 
dan pengikut-pengikutnya. Kepemimpinan yang ditekankan pada adanya suatu 
proses pertukaran antara pemimpin dan pengikutnya ini, melibatkan pula konsep-
konsep sosiologi tentang keinginan-keinginan mengembangkan peranan. 
Penelitian psikologi social dapat digunakan untuk mendukung konsep-konsep 
peranan dan pertukaran yang ditetapkan dalam kepemimpinan. Sebagai 
tambahan, hasil asli penemuan universitas Ohio, dan hasil penemuan-penemuan 
berikutnya beberapa tahaun kemudian, terutama dimensi pemberian perhatian 
kepada para pengikutnya, dapat dikatakan memberikan dukungan yang positif 
terhadap perspektif teori kelompok ini. 
4. Teori-Teori Lingkungan (Environmental Theories) 
Banyak teori sebelumnya yang mengungkapkan bahwa tampilnya seorang 
pemimpin adalah sebagai hasil ramuan dari waktu, tempat, dan situasi atau 
keadaan. Tiap masa mempunyai keunikan dalam melahirkan pemimpin yang 
mampu mengisi kekosongan pada saat itu. Tampilnya pemimpin sebenarnya 
tergantung pada kemampuan dan keterampilannya menyelesaikan masalah social 
yang memang sangat dibutuhkan disaat timbul ketegangan, perubahan-
perubahan, dan adaptasi. Corazon Aquino mungkin adalah salah satu contoh 
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pemimpin yang dilahirkan oleh lingkungan dimana massa tidak mempersoalkan 
tentang dan masalah kualitasnya sebagai seorang negarawan ulung.  
5. Teori-Teori Situasional-Pribadi (Personal-Situtional Theories) 
Teori ini mengawinkan teori “orang-besar” dengan teori situasional. Dalam 
kedua teori terdahulu, interaksi antara individu dan situasi terlupakan. Teori baru 
ini menganggap perlu untuk menganalisis karakteristik peribadi seperti sifat-sifat 
intelektual dari pemimpin tersebut sekaligus dikaitkan dengan situasi khusus 
tempat ia tampil. Jadi pada dasarnya, kepemimpinan dihasilkan oleh tiga faktor 
yang saling berkaitan, yaitu pertama, sifat-sifat pribadi dari pemimpin; kedua, 
warna dan karakteristik kelompoknya dan ketiga, peristiwa, perubahan, atau 
maslah yang dihadapi oleh kelompok tersebut. Ringkasnya, elemen-elemen 
pribadi dan elemen-elemen situasi harus menjadi acuan dalam membangun teori 
kepemimpina. 
6. Teori-Teori Psikhoanalitik (Psychoanalytic Theories)   
Teori ini mengiterpretasikan pemimpin sebagai figure seorang ayah, sebagai 
sumber dari kasih dan ketakutan, sebagai symbol dari superego, sebagi tempat 
pelampiasan kekecewaan, frustasi dan agresivitas para pengikut, tetapi juga 
sebagi orang yang membagi kasih kepada pengikutnya. Banyak pemimpin serupa 
ini yang dapat ditelusuri karakteristik kepemimpinannya sejak kanak-kanak, dari 
budayanya dan dari hubungannya dengan orang tuanya. Tipe pemimpin semacam 
Hitler dapat digolongkan disini  
7. Teori-Teori Antisipasi-Interaksi (Interaction-Expectation Theories) 
Teori ini terdiri atas paling tidak tujuh atau model, antara lain: 
 1.  Leader Role Theory. Variabel utama dari kepemimpinan ini adalah 
action, interaction, dan sentiments. Apabila frekuensi interaksi dan peran serta 
dalam aktivitas bersama itu meningkatkan maka perasaan akan saling memiliki 
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akan timbul dan norma-norma kelompok akan makin jelas. Apalagi semakin tinggi 
jabatan orang-orang dalam kelompok, semakin mungkin aktivitas mereka 
mendekati atau sesuai dengan norma-norma kelompok, semakin melebar interaksi 
itu, dan semakin banyak orang dalam kelompok itu yang terlibat dalam interaksi. 
Kepemimpinan dengan demikian dapat didefinisikan dalam kerangka pendorong 
lahirnya interaksi. 
2.    A Two-Stage Model. Model ini mengungkapkan bahwa bila pemimpin 
meningkatkan keterampilan bawahannya, sebenarnya itu juga akan mendorong 
bawahan untuk meningkatkan motivasinya. Dengan demikian, keterampilan dan 
motivasinya itu akan memperbaiki efektifitas bawahan sendiri. Itu sebabnya 
dikatakan model dua tahap. 
3. Teori-Teori Manusiawi Humanistic Theories) 
Teori ini menekankan pada pertumbuhan dan perkembangan dari suatu 
organisasi yang efektif dan kohesif. Kalau manusia adalah organism yang dapat 
dimotivasi, maka organisasi justru dapat dimanipulasi dan dikendalikan. Oleh 
karena itu, fungsi kepemimpinan disini adalah memodifikasi organisasi sedemikian 
rupa sehingga orang-orang dalam organisasi meras memiliki kebebasan untuk 
merealisasikan potensi motivasionalnya dalam memenuhi kebutuhannya, tetapi 
juga pada saat bersamaan dapat memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan 
organisasi 
.    
4. Teori-Teori Pertukaran (Exchange Theories)  
Teori ini berpandangan bahwa sebenarnya interaksi social merupakan 
suatu bentuk pertukaran (a form of exchange) yang anggota-anggota kelompok 
memberi dan menerima kontribusi secara sukarela atau Cuma-Cuma. Interaksi ini 
berjalan terus karena anggota-anggota merasakan manfaat darinya, bukan saja 
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antar sesama mereka sebagai anggota, tetapi bermanfaat juga antara sebagai 
bawahan dan pimpinannya sebagai atasan. 
5. Teori Situasional Dan Model Kontijensi 
            Fiedler mengembangkan suatu teknik yang unik untuk mengukur gaya 
kepemimpinan. Pengukuran ini diciptakan dengan memberikan suatu skor yang 
dapat menunjukkan dugaan kesamaan diantara keberlawanan (Assumed 
similarity bedween oppositas, ASO) dan teman kerja yang paling sedikit disukai 
(least prefred coworker, LPC). ASO memperhitungkan derajat kesamaan diantara 
persepsi-persepsi pemimpin mengenai kesenangan yang paling banyak dan 
paling sedikit tentang kawan-kawan kerjanya. 
           6.  Dua pengukuran yang digunakan saling bergantian dan ada 
hubungannya dengan gaya kepemimpinan tersebut dapat diterangkan sebagai 
berikut. 
- Hubungan kemanusiaan atau gaya yang lunak (Lenient) dihubungkan 
pemimpin yang tidak melihat perbedaan yang besar diantara teman kerja 
yang paling banyak dan paling sedikit disukai (ASO) atau memberikan 
suatu gambaran yang relative menyenangkan kepada teman kerja yang 
paling sedikit disenangi (LPC). 
        7.  Gaya yang berorientasi tugas atau “Hard Nosed” dihubungkan dengan   
gaya pemimpin yang melihat suatu perbedaan besar diantara teman kerja 
yang paling banyak dan paling sedikit disenangi (ASO) dan memberikan suatu 
gambaran yang paling tidak menyenangkan teman kerja yang paling sedikit 
disukai (LPC). 
8. Teori Jalan Kecil-Tujuan (Path-Goal Theory) 
      Dalam pengembangannya yang modern, Martin Evans dan Robert House 
secara terpisah telah menulis karangan dalam subjek yang sama. Secara pokok, 
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teori Path-Goal berusaha untuk menjelaskan pengaruh perilaku pemimpin 
terhadap motivasi, kepuasan, dan pelaksanaan pekerjaan bawahannya.  
      Teori Path-Goal versi House, memasukkan empat tipe atau gaya utama 
kepemimpinan yang dijelaskan sebagai berikut: 
1.    Kepemimpinan direktif. Tipe ini sama dengan model kepemimpinan yang 
otokratis dari Lippitt dan White. Bawahan tahu dengan pasti apa yang 
diharapkan darinya dan pengarahan yang khusus diberikan oleh pemimpin. 
Dalam model ini tidak ada partisipasi dari bawahan. 
2.    Kepemimpinan yang mendukung (supportive leadhership). Kepemimpinan 
model ini mempunyai kesediaan untuk menjelaskan sendiri, bersahabat, 
mudah didekati, dan mempunyai perhatian kemanusiaan yang murni 
terhadap para bawahannya. 
3.    Kepemimpinan partisipatif. Pada gaya kepemimpinan ini, pemimpin berusaha 
meminta dan menggunakan saran-saran dari para bawahannya. Namun 
pengambilan keputusan masih tetap berada padanya. 
4.    Kepemimpinan yang berorientasi pada prestasi. Gaya kepemimpinan ini 
menetapkan serangkaian tujuan yang menantang para bawahannya untuk 
berpartisipasi. Pemimpin juga memberikan keyakinan kepada mereka 
bahwa mereka mampu melaksanakan tugas pekerjaan mencapai tujuan 
secara baik. 
II.1.5 Sifat-Sifat Kepemimpinan 
            Tjokroamidjojo (1995:111) diakui juga bahwa ada sifat-sifat yang bersifat 
umum, yang menunjukkan bahwa kepemimpinan memang menghendai sifat-sifat 
kelebihan tertentu. Salah satu contoh yang dikemukakan Millett: 
a.    Kesehatan yang baik, energi pribadi dan daya tahan fisik; 
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b.  Suatu keyakinan bahwa kenyatannya menuju kearah pencapaian tujuan   yang 
baik (a sense of mission), ada komitmen pribadi untuk pencapaian tujuan, 
bahkan kegairahan dan kepercayaan diri tentang hal itu; 
c.    Perhatian terhadap orang lain, bahkan keprihatinan; 
d.    Intelegensi yang baik (ini bukan berarti pengetahuan yang tinggi tentang hal-
hal yang khusus tetapi: good common sense), kemampuan untuk 
mengumpulkan, membahas dan memberi informasi yang diperlukan serta 
kemampuan untuk menggunakan pengetahuan; 
e.   Integritas, kecenderungan tanggung jawab terhadap kewajibannya, juga sikap 
hidupnya yang menghadapkan respek dari orang lain; 
f.   Kemampuan untuk persuasi, terutama dalam usaha mendapatkan penerimaan 
atas keputusan-keputusannya; 
g.    Kemampuan menilai (judgement) kapasitas kemampuan dan kelemahan 
orang-orang yang bekerja dengannya, serta bagaimana mencapai 
pemanfaatan yang maksimal bagi organisasi; 
h.     Loyalitas, pengabdian terhadap tujuan usaha dan juga kepada orang-orang 
yang bekerja dengannya serta kesediaan membela terhadap tantangan atau 
sereangan dari luar. 
Soekarno (Sunindhia dan Widiyanti 1988:189) Seorang pimpinan harus 
mempunyai sifat kepemimpinan yang umum dan yang khusus. 
1.    Sifat kepemimpinan yang umum. 
a.    Adil 
b.    Suka melindungi 
c.    Penuh kepercayaan pada diri sendiri 
d.    Penuh insiatif 
e.    Mempunyai daya penarik 
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2.    Sifat kepemimpinan yang khusus 
Yakni kepemimpinan yang sesuai dengan kepribadian kita sendiri, antara lain: 
a.    Gotong royong 
b.    Revolusioner 
 
II.1.6 Pendekatan Kepemimpinan 
a. Pendekatan Sifat  
            Pada mulanya timbul suatu pemikiran bahwa pemimpin itu dilahirkan, 
pemimpin bukan dibuat. Pemikiran ini dinamkan pemikiran “hereditary” (turun 
temurun). Pendekatan turun-temurun menyatakan bahwa pimpinan dialhirkan 
bukan dibuat bahwa pemimpin tidak dapat memperoleh kemampuan untuk 
memipin, tetapi mewarisinya. Untuk menjamin kelanjutan kepemimpinan dalam 
garis keturunan maka dilakukan perkawinan antar anggota yang dekat. Dengan 
jalan ini maka kekuasaan dan kesejahteraan dapat dilangsungkan kepada 
generasi pimpinan berikutnya yang termasuk dalam garis keturunan keluarga yang 
pada saat itu berkuasa. Pada masa berikutnya timbul suatu teori baru yang 
dinamakan “Phisichal carastheristic theory (teori ciri fisik) yang dikemukakan oleh 
W. H. Sheldon. Dia bekerjasama dengan S.S. Stevhen menerbitkan buku berjudul 
“The Variesties of Human Phisique”. Dikemukakan adanya 76 tipe struktur badan 
yang berhubungan dengan perbedaan temperamen dan kepribadian. 
            Kemudian muncul pendapat bahwa pemimpin itu dapat diciptakan melalui 
latihan. Dengan demikian menurut pendapat ini setiap orang dapat dilatih menjadi 
pemimpin atau dengan perkataan lain setiap orang berpotensi menjadi pemimpin. 
Potensi ini dapat menjadi kenyataan apabila yang bersangkutan telah memperoleh 
latihan kepemimpinan dan berusaha untuk memperaktikkannya 
b. Pendekatan Gaya Kepemimpinan 
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Penelitian-penelitian yang bersumber pada pandangan gaya kepemimpinan 
(stylistic approach) pada umumnya memusatkan perhatiannya pada perbandingan 
antara gaya demokratik dan gaya perilaku otokratik. Oleh karena penelitian di 
bidang ini kurang konsisten dan tidak dapat menggambarkan superioritas 
universal dari satu gaya kepemimpinan, terutama gaya demokratik, maka 
beberapa ahli mulai memusatkan perhatiannya pada pendekatan lain, yaitu 
pendekatan situasional. 
Pada dasarnya, ada tiga kategori gaya kepeminpinan seperti yang 
dikembangkan oleh Lewin, Lippit dan White, yaitu otokratik, demokratik, dan 
leisser-faire (Carlislie,1979) kemudian dilengkapi menjadi empat oleh Gatto (1992) 
yaitu gaya direktif, gaya konsultatif, gaya partisipatif, dan gaya delegasi. 
c. Pendekatan Fungsional 
            Persamaan dari tiga pendekatan terdahulu adalah, mereka memusatkan 
perhatiannya pada karakteristik dan prilaku individu-individu tertentu yang diakui 
dan diterima oleh orang lain sebagai pemimpin. Penganut pendekatan keempat, 
pendekatan fungsional (functional approach), misalnya Raymond Cattel yang 
dipandang sebagai pelopor teori ini mengambil asumsi bahwa sesuatu perilaku 
yang dapat memberi sumbangan pada pencapaian tujuan kelompok dapat 
dianggap sebagai kepemimpinan, tidak peduli siapa yang menampilkan perilaku 
tersebut. 
            Stogdill (1974) menganalisis lebih dari 170 tentang hubungan perilaku 
pemimpin dengan produktivitas kelompok dan kebulatan kelompok dengan 
kepuasan anggota kelompok. Ia menarik kesimpulan bahwa gaya kepemimpinan 
yang objektif tidak memihak ternyata lebih mendorong produktivitas kelompok 
dibandingkan dengan gaya supervisi perorangan. 
d. Pendekatan Perilaku 
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            Pendekatan perilaku berlandaskan pemikiran bahwa keberhasilan atau 
kegagalan pemimpin ditentukan oleh gaya bersikap dan bertindak akan Nampak 
dari cara melakukan sesuatu pekerjaan, antara lain Nampak dari cara memberikan 
perintah, cara memberikan tugas, cara berkomunikasi, cara membuat keputusan, 
cara menmdorong semangat bawahannya, cara memimpin rapat, cara menegur 
kesalahan bawahan, dan lain-lain. 
            Apabila melakukan kegiatan tersebut pemimpin menempuh dengan cara 
tegas, keras, sepihak, yang penting tugas selesai dengan baik, yang bersalah 
lansung di hukum, maka kepemimpinan sepeti itu cenderung dinamakan gaya 
kepemimpionan Otoriter. Sebaliknya apabila dalam melakukan kegiatan tersebut 
pemimpin menempuh dengan cara halus, simpatik, iteraksi timbal balik, 
melakukan ajakan, menghargai pendapat, memperhatikan perasaan, membina 
hubungan serasi, maka gaya kepemimpinan itu cenderung dinamakan gaya 
kepemimpinan Demokratis. 
            Pandangan klasik menganggap setiap pegawai itu pasif, malas, enggan 
bekerja, bekerja sedikit mungkin tidak berambisi untuk maju, takut memikul 
tanggung jawab, tiada keberanian membuat keputusan, tidak bersemangat untuk 
menemukan berbagai cara kerja baru, bekerja berdasarkan perintah atasan 
semata-mata, melakukan pekerjaan dengan mengetumakan imbalan materi, 
sering mungkir dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal, senang 
memberikan laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan, gemar memfitnah, 
gemar , menipu diri sendiri. Sebaliknya pandan modern menganggap para 
pegawai itu sebagai manusia memiliki perasaan, emosi, jiwa, kehendak patut 
dihargai, memerlukan hubungan serasil, perlu diperhatikan kebutuhannya, pada 
umumnya gemar bekerja, aktif, besar rasa tanggung jawabnya, rajin, disiplin, tinggi 
tingkat pengabdiannya, banyak gagasan baru, lebih menitik beratkan pada segi 
positif dalam hubungan dengan pihak lain. 
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            Dua macam pandangan tersebut menimbulkan adanya gaya 
kepemimpinan yang berbeda. Pandangan klasik lebih mengutamakan gaya 
Otoriter, sedang pandagan modern lebih mengutamakan gaya Demokratis. 
            Dalam mengelolah organisasi ada dua hal yang sangat menonjol, yaitu 
mengelolah organisasi dengan lebih mengutamakan aspek yang berhubungan 
dengan tugas, pekerjaan, produksi; atau mengelolah organisasi dengan lebih 
mengutamakan aspek yang berhubungan dengan hubungan antar orang, 
perasaan, kejiwaan, emosi, kebutuhan, kepercayaan, pergaulan; atau mengelolah 
organisasi dengan memperhatikan kedua aspek tersebut secara bersama-sama. 
e. Pendekatan Kontingensi 
            Pandangan kontingensi organisasi dan manajemen mengemukakan 
bahwa organisasi adalah system yang terdiri dari subsistem-subsistem dan 
dilukiskan dengan pengenalan batas-batas lingkungannya supersistem. 
Pandangan kontingensi mencoba untuk mengerti antar hubungan didalamnya dan 
antara subsistem-subsistem sebaik anatara organisasi dengan lingkungannya dan 
menegaskan pola-pola atau bentuk-bentuk variable. Hal ini menempatkan 
bermacam-macam sifat organisasi dan berusaha untuk mengerti bagaimana 
organisasi beroperasi didalam bermacam-macam kondisi dan   dalam keadaan 
khusus. Pandangan kontingensi pada akhirnya diarahkan untuk mencapai 
rancangan-rancangan organisasi yang diharapkan dan kegiatan-kegiatan 
manajemen yang paling tepat untuk situasi khusus. 
            Disamping itu kedua beliau tersebut mengemukakan bahwa pandangan 
kontingensi menunjukkan dasar tengah antara pandangan bahwa ada asas-asas 
organisasi dan manajemen yang bersifat universal dan adanya pandangan bahwa 
tiap oragnisasi adalah unik dan tiap situasi harus dianalisis tersendiri. Apabila 
dihubungkan dengan kepemimpinan maka dapat dikatakan bahwa tiap organisasi 
adalah unik dan tiap situasi harus dihadapi dengan gaya kepemimpinan tersendiri.  
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f. Pendekatan Terpadu  
            Dalam ilmu administrasi dikenal bermacam-macam teori yang 
berhubungan dengan daya, motivasi, kepemimpinan, perilaku, kepribadian, 
control, pengembangan organisasi, dan lain-lain. Kebanyakan teori-teori itu hanya 
diuraikan sebagai konsep yang berdiri sendiri-sendiri, sebagai konsep yang tidak 
ada hubungannya satu sama lain.  
            Hersey dan Blancehard berusaha memadukan berbagai teori itu kedalam 
pendekatan kepemimpinan situasional dengan maksud untuk lebih menunjukkan 
kesamaan dari pada perbedaan diantara teori-teori tersebut. 
 Beberapa teori yang dipadukan anatara lain: 
a.    Perpaduan antara teori motivasi jenjang kebutuhan, teori tingkat kematangan 
bawahan, dengan pendekatan kepemimpinan situasional.  
b.    Perpaduan antara motivasi dua faktor, teori tingkat kematangan bawahan, 
dengan pendekatan situasional. 
II.1.7 Fungsi Kepemimpinan 
 Rivai (Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi. 2008:53) Fungsi artinya 
jabatan (pekerjaan) yang dilakukan atau kegunaan sesuatu hal atau kerja suatu 
bagian tubuh. Sedangkan fungsi kepemimpinan berhubungan langsung dengan 
situasi sosial dalam kehidupan kelompok /organisasi masing-masing, yang 
mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada dalam dan bukan diluar situasi itu. 
Fungsi kepemimpinan merupakan gajala sosial, karena harus mewujudkan dalam 
interaksi antara individu di dalam situasi sosial suatu kelompok/organisasi. (Modul 
mata kuliah kepemimpinan) Tugas pokok kepemimpinan yang serupa 
mengantarkan, mengelompokkan, memberi petunjuk, mendidik, membimbing dan 
sebagainya yang secara singkat menggerakan enam. Agar para bawahan 
mengikuti jejak pemimpin mencapai tujuan organisasi, hanya dapat melaksanakan 
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secara baik bila seorang pemimpin menjalankan fungsinya sebagaimana 
mestinya. 
Fungsi-fungsi kepemimpinan adalah sebagai berikut   
a. Fungsi perencanaan 
Seorang pemimpin perlu membuat perencanaan yang menyeluruh bagi 
organisasi dan bagi diri sendiri selaku penanggung jawab tercapainya 
tujuan organisasi. 
b. Fungsi memandang ke depan  
Seorang pemimpin yang senantiasa memandang ke depan berarti akan 
mampu mendorong apa yang akan terjadi serta selalu waspada terhadap 
kemungkinan, hal ini memberikan jaminan bahwa jalanya proses pekerjaan 
kearah yang akan dituju akan dapat berlangsung terus menerus tanpa 
mengalami hambatan dan penyimpanan yang merugikan. 
c. Fungsi Pengembangan loyalitas 
Pengembangan kesetiaan ini tidak saja diantara pengikut, tetapi juga untuk 
para pemimpin tingkat rendah dan menengah dalam organisasi untuk 
mencapai kesetiaan ini, seorang pemimpin sendiri harus memberi teladan 
yang baik, dalam pemikiran kata-kata maupun tingkah laku , sehari-hari 
yang menunjukkan kepada anak buahnya pemimpin sendiri pernah 
mengingkari dan menyeleweng dari loyalitas segala sesuatu tidak akan 
dapat berjalan sebagimana mestinya. 
d. Fungsi Pengawasan 
Merupakan fungsi pemimpin untuk senantiasa meneliti kemampuan 
pelaksanaan rencana, dengan adanya pengawasan maka hambatan –
hambatan dapat segara diketemukan untuk dipecahkan sehingga kegiatan 
kembali berlangsung menurut rel yang dalam rencana. 
e. Fungsi Pengambilan Keputusan 
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Pengambilan keputusan merupakan fungsi kepemimpinan yang tidak 
mudah dilakukan oleh karena itu banyak pemimpin yang menunda untuk 
melaukan pengambilan keputusan bahkan ada pemimpin yang kurang 
berani mengambil  
f. Fungsi Memberi Motivasi 
Seorang pemimpin perlu selalu bersikap penuh perhatian terhadap anak 
buahnya pemimpin harus dapat memberi semangat, membesarkan hati, 
mempengaruhi anak buahnya agar rajin bekerja dan menunjukkan prestasi 
yang baik terhadap organisasi yang dipimpinnya. Pemberian anugerah 
yang berupa ganjaran, hadiah, pujian atau ucapan terima kasi sangat 
diperlukan oleh anak-ana buah sebab mereka merasa bahwa jerih 
payahnya diperhatikan dan dihargai oleh pemimpinnya. 
Siagain (Teori & Praktek Kepemimpinan. 2010:47) Lima fungsi-fungsi 
kepemimpinan yang dibahas secara singkat adalah sebagai beriut: 
1. Pimpinan selaku penentu arah yang akan ditempuh dalam usaha 
pencapaian tujuan, 
2. Wakil dan juru bicara organisasi dalam hubungan dengan pihak-pihak 
diluar organisasi, 
3. Pimpinan selaku komunikator yang efektif, 
4. Mediator yang handal, khususnya hubungan kedalam, terutam dalam 
menangani situasi konflik, 
5. Pimpinan selaku integrator yang efektif, rasional, objektif dan netral. 
II.1.8 Tugas Kepemimpinan 
 Tugas kepemimpinan pada dasarnya meliputi dua bidang utama, yaitu 
pencapaian tujuan birorasi dan kompakan orang yang dipimpin (pasolong. 
Kepemimpinan Birokrasi.  2013:21). Keating (Pasolong. Kepemimpinan Birokrasi. 
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2013:21) mengatakan bahwa tugas kepemimpinan yang berhubungan dengan 
kelompok yaitu: 
1. Memulai (initiating) yaitu usaha agar kelompok mulai kegiatan atau 
gerakan tertentu. 
2. Mengatur (regulating) yaitu tindakan mengatur arah dan langkah 
kegiatan kelompok. 
3.  Memberitahu (informating) yaitu kegiatan memberi informasi, data, 
fakta, dan pendapat yang diperlukan. 
4. Mendukung (supporting) yaitu usaha untuk menerima gagasan, 
pendapat, usulan dari bawah dan menyempurnakannya dengan 
menambah dan mengurangi untuk digunakan dalam rangka 
penyelesaian tugas bersama. 
5. Menilai (evaluating) yaitu tindakan untuk menguji gagasan yang muncul 
atau cara kerja yang diambil dengan menunjukkan konsekuensi-
konsekuensinya dan untung ruginya. 
6. Menyimpulkan (summrizing) yaitu kegiatan untuk mengumpulkan dan 
merumuskan gagasan, pendapat dan usul yang muncul, menyingkat 
lalu menyimpulkannya sebagai landasan untuk memikirkan lebih lanjut. 
 
 
II.1.9 Prinsip – Prinsip Kepemimpinan 
 Prinsip kepemimpinan merupakan pokok-pokok pikiran yang dianggap 
benar yang harus ada dan dilakukan dalam proses kepemimpinan ada sejumlah 
prinsip-prinsip kepemimpinan yang sangat mendasar yang perlu di pegang dan 
dilakukan oleh seorang pemimpin di antaranya: 
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1. Kepemimpinan bukan sekedar kedudukan khusus yang diduduki 
seseorang dalam suatu organisasi. Kepemimpinan adalah kemampuan 
pengaruh, seni, dan proses pengaruh –mempengaruhi antara 
pemimpin dan pengikut 
2. Perilaku dan tindakan pemimpin harus bisa dicontoh oleh bawahan  
3. Kepemimpinan adalah ilmu dan proses sebagai ilmu kepemimpinan 
berarti dipelajari sebab ia memiliki beberapa prinsip yang kalau 
diaplikasikan dapat meningkatkan efektivitas kepemimpinan. 
Sedangkan kepemimpinan sebagai proses artinya efektivitas 
kepemimpinan sangat tergantung pada situasi. 
4. Pemimpin bukan seorang yang berada dipuncak hierarki suatu 
organisasi yang terpisahkan dengan dengan pengikutnya pemimpin 
harus berada di tengah-tengah bawahan, sebab dia harus memberikan 
support pada bawahan dan menjadi motivator 
5. Untuk mendapatkan kepengikutan seorang pemimpin harus melalui 
proses memengaruhi yang dilakukan melalui berbagai cara dengan 
melihat pada situasi bawahan. 
6. Pemimpin perlu memberdayakan bawahan agar dapat mengidentifikasi 
tugas-tugas yang akan dilakukan dan tidak melakukan kesalahan. 
II.1.10 Gaya kepemimpinan 
Bagian ini hal yang akan membicarakan beberapa gaya atau style 
kepemimpinan yang banyak mempengaruhi dan menentukan keberhasilan 
seorang pemimpin dalam mempengaruhi perilaku pengikut-pengikutnya. jika 
kepemimpinan tersebut terjadi dalam suatu organisasi tertentu, dan seorang tadi 
perlu mengembangkan pegawai dan membangun iklim motivasi yang 
menghasilkan tingkat produktivitas yang tinggi maka orang tersebut lantas perlu 
memikirkan gaya kepemimpinannya. Gaya kepemimpinan merupakan norma 
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perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba 
mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang ia lihat. 
Thoha (Masaong dan Tilomi. Kepemimpinan Berbasis Multiple Intelligence. 2011. 
150) Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh 
seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain. 
Dalam hal ini usaha menyelaraskan persepsi diantara orang yang akan 
mempengaruhi perilaku dengan orang yang perilakunya akan dipengaruhi menjadi 
amat penting kedudukannya. 
Gaya pemimpin menurut Hersey dan Blancard (Pasolong,1982:152), 
adalah pola-pola perilaku konsisten yang mereka terapkan dalam bekerja dengan 
melalui orang lain seperti dipersepsikan orang-orang itu. Pola-pola itu timbul pada 
diri orang-orang pada waktu mereka mulai memberikan tanggapan dengan cara 
yang sama dalam kondisi yang serupa, pola itu membentuk kebiasaan tindakan 
yang setidaknya dapat diperkirakan bagi mereka yang bekerja dengan pimpinan 
itu. 
   
1.      Gaya kepemimpinan Blake & Moutin (1964) 
Blake & Mouton (Pasolong. Kepemimpinan Birokrasi. 2013: 42) Gaya 
kepemimpinan dalam managerial grid. 
1. Grid 1.1, yaitu manajer sedikit sekali usahanya untuk memikirkan orang-
orang yang bekerja dengannya, dan produksi yang seharusnya dihasilkan 
oleh organisasi.  
2. Grid 99, yaitu manajer mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi untuk 
memikirkan baik produksi maupun orang-orang yang bekerja dengannya. 
Dia mampu memadukan kebutuhan-kebutuhan produksi dengan 
kebutuhan-kebutuhan orang-orang secara individu.  
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3. Grid 1.9, yaitu manajer mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi untuk 
selalu memikirkan orang-orang yang bekerja dalam organisasi, tetapi 
pemikirannya mengenai produksi rendah.  
4. Grid 9.1, yaitu manajer menjalankan tugas secara otokratis. 
5.  Grid 5.5, yaitu manajer mempunyai pemikiran yang medium baik pada 
produksi maupun pada orang-orang. 
 
2. Gaya kepemimpinan House (1997) 
House (Pasolong. Kepemimpinan Birokrasi. 2013:39), mengemukakan ada 4 
Gaya kepemimpinan yang perilaku seorang pemimpin yaitu;  
(1) Kepemimpinan direktif (directive leadership) pemimpin memberikan 
kesempatan kepada bawahan untuk mengetahui apa yang menjadi harapan 
pimpinannya dan pimpinan tersebut menyatakan kepada bawahan tentang 
bagaiman dapat melaksanakan suatu tugas. Gaya ini mengandung arti bahwa 
pemimpin berorientasi pada hasil.  
(2) Kepemimpinan psrtisipatif (participative leadership) pemimpin 
berkomunikasi dengan bawahannya dan bertanya untuk mendapat masukan-
masukan atau saran-saran dalam rangka mengambil keputusan.  
(3) Kepemimpinan suportif (supportive leadership) yaitu usaha pemimpin 
untuk menekankan diri dan bersikap ramah serta menyenangkan bawahannya.  
(4) Kepemimpinan berorientasi pada prestasi (achievement oriented 
leadership) pemimpin menetapkan tujuan-tujuan yang bersifat menantang; 
pemimpin tersebut mengharapkan agar bawahan berusaha mencapai tujuan 
tersebut secara efektif, serta pemimpin menunjukkan rasa percaya diri kepada 
bawahannya bahwa mereka akan memenuhi tuntutan bawahannya. 
3. Gaya kepemimpinan Robert Tannembaum & Werren Schmidt (1973) 
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Tannembaum & Schimdt dalam Thoha (Pasolong. Kepemimpinan Birokrasi. 
2013:41) memperkenalkan gaya kepemimpinan kontinum. Gaya ini terbagi dua 
bidang pengaruh yaitu 
(1) Bidang pengaruh pimpinan,  
(2) Bidang pengaruh kebebasan bawahan. Bidang pertama pemimpin 
menggunakan otoritasnya dalam gaya kepemimpinannya, sedangkan pada bidang 
kedua pemimpin menunjukkan gaya yang demokratis. 
4. . Gaya kepemimpinan Tiga Dimensi Reddin (1969) 
Pasolong (2013:43), gaya kepemimpinan menurut Reddin yaitu; 
a. Gaya Eksekutif, yaitu pemimpin banyak memberikan perhatian pada tugas-
tugas pekerjaan dan hubungan kerja. 
b. Gaya Pencinta Pengembangan, yaitu pemimpin memberikan perhatian 
maksimal pada hubungan kerja dan minimal terhadap tugas. 
c. Gaya Otokratis yang Baik Hati, yaitu pemimpin memberikan perhatian yang 
maksimal pada tugas dan minimal pada hubungan kerja. 
d. Gaya Birokrat, yaitu pemimpin memberikan yang maksimal pada tugas dan 
hubungan kerja. 
e. Gaya Pencinta Kompromi, yaitu pemimpin memberikan perhatian yang besar 
pada tugas pekerjaan dan hubungan kerja berdasarkan kompromi. 
f. Gaya Missionari, yaitu pemimpin memperhatikan maksimal pada hubungan kerja 
dan minimal terhadap tugas. 
g. Gaya Otokrat, yaitu pemimpin memberikan perhatian yang maksimal pada tugas 
dan minimal pada hubungan kerja. 
h. Gaya Lari dari tugas, yaitu pemimpin sama seklai tidak memberikasn perhatian 
pada tugas dan hubungan kerja 
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5. Gaya kepemimpinan Lippit & White (1960) 
 Penelitian yang dilakukan Lippit dan White membahas berbagai hubungan 





Otoriter Demokratis Laissez Faire 
Pemimpin menentukan semua 
keputusan mengenai kebijakannya 
Semua kebijakan dirumuskan 
melalui musyawarah & diputuskan 
oleh kelompok, sedangkan 
pemimpin mendorong 
Kelompok mempunyai kebebasan 
sepenuhnya untuk mengambil 
keputusan dengan partisipasi 
minimal dari pemimpin 
Setiap langkah kegiatan dengan 
cara pelaksanaanya untuk setiap 
saat ditentukan oleh pemimpin 
sehingga langkah berikutnya tidak 
pasti 
Ditetapkan kegiatan secara 
bersama-sama untuk mencapai 
tujuan kelompok. Apabila 
diperlukan saran teknis, pemimpin 
mengajukan beberapa alternatif 
untuk dipilih 
Kegiatan diberikan pemimpin 
dengan keterangan bahwa ia akan 
memberikan penjelasan jika 
diminta 
Pemimpin biasanya memberikan 
penugasan tertentu pada setiap 
anggota kelompok 
Setiap anggotaa bebas bekerja 
sama dengan siapapun dan 
pembagian tugas diserahkan 
kepada kelompok 
Pemimpin tidak pernah 
berpartisipasi secara penuh 
Pemimpin cenderung lebih dari 
pribadi dalam pemberian 
penghargaan  dan ritik terhadap 
setiap anggoSta kelompok 
Pemimpin bersikap objektif dan 
senantiasa berdasarkan fakta 
dalam memberikan penghargaan 
dan kritik 
Kadang-kadang memberikan 
komentar spontan terhadap 
kegiatan anggota atau pertanyaan 
dan tidak bermaksud menilai atau 
mengatur suatu kejadian. 
Ralph White & Ronald Lippit (1960) 
Sumber; Usman (Pasolong 2013:46 
 
 
1. Gaya Kepemimpinan Otokratis  
Gaya kepemimpinan otokratis dapat pula disebut tukang cerita pemimpin 
otokratis biasanya merasa bahwa mereka mengetahui apa yang mereka inginkan 
dan cenderung mengekspresikan kebutuhan-kebutuhan tersebut dalam bentuk 
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perintah-perintah langsung kepada bawahan. Penerapan kepemimpinan gaya 
otoriter dapat mendatangkan keuntungan antara lain berupa keseratan serta 
ketegasan dalam pembuatan keputusan dan bertindak sehingga untuk sementara 
produksi mungkin bisa meningkat. Tetepi penerapan kepemimpinan gaya otoriter 
dapat menimbulkan kerugian antara lain berupa suasana kaku, tegang dan 
mencekan bahkan menakutkan sehingga bisa berakibat timbulnya ketidakpuasan 
bahkan bisa merusak moral, meniadakan inisiatif bawahan, menimbulkan 
permusuhan, bawahan banyak absen dan mungkin bisa timbul pemogokan. 
Kepemimpinan Gaya Otoriter hanya tepat diterapkan dalam organisasi 
yang sedang menghadapi keadaan darurat karena sendi-sendi kelangsungan 
hidup organisasi terancam, apabila keadaan darurat telah selesai gaya ini harus 
segera ditinggalkan. 
Adapun ciri-ciri Gaya kepemimpinan otokratis adalah sebagai berikut: 
• Wewenang mutlak terpusat pada pemimpin 
• Keputusan selalu dibuat oleh pemimpin; 
• Kebijakan selalu dibuat oleh pemimpin; 
• Komunikasi berlangsung satu arah dari pimpinan kepada bawahan; 
• Pengawasan terhadap sikap, tingkah laku, perbuatan atau kegiatan para 
bawahannya dilakukan secara ketat; 
• Tidak ada kesempatan bagi bawahan untuk memberikan saran pertimbangan 
atau pendapat; 
• Lebih banyak kritik dari pada pujian, menuntut prestasi dan kesetiaan sempurna 
dari bawahan tanpa syarat, dan cenderung adanya paksaan, ancaman, dan 
hukuman. 
Kebaikan dari Gaya kepemimpinan ini adalah: 
a. Keputusan dapat diambil secara tepat 
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b. Tipe ini baik digunakan pada bawahan yang kurang disiplin, kurang inisiatif, 
bergantung pada atasan kerja, dan kurang kecakapan 
c. Pemusatan kekuasaan, tanggung jawab serta membuat keputusan terletak 
pada satu orang yaitu pemimpin. 
Kelemahannya adalah: 
a. Dengan tidak diikutsertakannya bawahan dalam mengambil keputusan 
atau tindakan maka bawahan tersebut tidak dapat belajar mengenai hal 
tersebut. 
b. Kurang mendorong inisiatif bawahan tersebut. 
c. Dapat menimbulkan rasa tidak puas dan tertekan 
d. Bawahan kurang mampu menerima tanggung jawab dan tergantung pada 
atasan saja 
 
2. Gaya Kepemimpinan Demokratik  
Gaya kepemimpinan yang dikenal pula sebagai gaya partisipatif. Gaya ini 
beramsumsi bahwa para anggota organisasi yang ambil bagian secara pribadi 
dalam proses pengambilan keputusan akan lebih memungkinkan sebagai suatu 
akibat mempunyai komitmen yang jauh lebih besar pada sasaran dan tujuan 
organisasi .Pendekatan tidak berarti para pemimpin tidak membuat keputusan , 
tetapi justru seharusnya memahami terlebih dahulu apakah yang menjadi sasaran 
organisasi sehingga mereka dapat mempergunakan pengetahuan para 
anggotanya, (2006:24) Penerapan kepemimpinan gaya demokratis dapat 
mendatangkan keuntungan anatara lain :Output mungkin tidak setinggi pada gaya 
otoriter tapi kualitasnya tinggi dan masalah-masalah yang dihadapi hampir tidak 
ada karena antara pimpinan dan bawahan saling memberikan saran dan 
pendapat,  Semua orang  dianggap sangat penting didalam menyumbangkan 
gagasan adalah ide dalam pengambilan dan keputusan. Pimpinan memperhatikan 
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pandangan bawahan bahkan memberikan bantuan jika timbul masalah-masalah, 
Keputusan yang diambil lebih objektif dan punya rasa memiliki organisasi baik 
bawahan dan pimpinan karena meraka merasa punya andil dalam organisasi. 
Adapun ciri-cirinya sebagai berikut: 
a. Wewenang pemimpin tidak mutlak 
b. Pimpinan bersedia melimpahkan sebagian wewenang kepada bawahan; 
c. Keputusan dan kebijakan dibuat bersama antara pimpinan dan bawahan; 
d. Komunikasi berlangsung secara timbal balik, baik yang terjadi antara pimpinan 
dan bawahan maupun sesama bawahan 
e. Pengawasan terhadap sikap, tingkah laku, perbuatan atau kegiatan para 
bawahan dilakukan secara wajar 
f. Prakarsa dapat datang dari pimpinan maupun bawahan 
g. Banyak kesempatan bagi bawahan untuk menyampaikan saran, pertimbangan 
atau pendapat, Tugas-tugas kepada bawahan diberikan dengan lebih bersifat 
permintaan dari pada intruksi 
h. Pimpinan memperhatikan dalam bersikap dan bertindak, adanya saling 
percaya, saling menghormati. 
Kebaikan dari Gaya kepemimpinan ini adalah: 
a. Memberikan kebebasan lebih besar kepada kelompok untuk mengadakan 
kontrol terhadap supervisor 
b. Merasa lebih bertanggung jawab dalam menjalankan pekerjaan 
c. Produktivitas lebih tinggi dari apa yang diinginkan manajemen dengan 
catatan bila situasi memungkinkan  
d. Ada kesempatan untuk mengisi kebutuhan egoistisnya 
e. Lebih matang dan bertanggung jawab terhadap status dan pangkat yang 




a. Harus banyak membutuhkan koordinasi dan komunikasi  
b. membutuhkan waktu yang relatif lama dalam mengambil keputusan  
c. memberikan persyaratan tingkat "skilled" kepandaian yang relative tinggi 
bagi pimpinan 
d. Diperlukan adanya toleransi yang besar pada kedua belah pihak karena 
jika tidak dapat menimbulkan perselisi paham  
 
3. Gaya Kepemimpinan Laissez Faire 
  Gaya kepemimpinan kendali bebas pendekatan ini bukan berarti tidak 
adanya sama sekali pimpinan. Gaya ini berasumsi bahwa suatu tugas disajikan 
kepada kelompok biasa yang biasanya menentukan teknik-teknik mereka sendiri 
guna mencapai tujuan tersebut dalam rangka mencapai sasaran-sasaran dan 
kebijakan organisasi. 
Adapun ciri-ciri Gaya kepemimpinan Laissez Faire adalah sebagai berikut: 
a. Bawahan diberikan kelonggaran atau fleksibel dalam melaksanakan tugas-
tugas, tetapi dengan hati-hati diberi batasan serta berbagai produser; 
b.  Bawahan yang telah berhasil menyelesaikan tugas-tugasnya diberikan 
hadiah atau penghargaan, di samping adanya sanksi-sanksi bagi mereka 
yang kurang berhasil, sebagai dorongan; 
c. Hubungan antara atasan dan bawahan dalam suasana yang baik secara 
umum manajer bertindak cukup baik; 
d.  Manajer menyampaikan berbagai peraturan yang berkaitan dengan tugas-
tugas atau perintah, dan sebaliknya para bawahan diberikan kebebasan 
untuk memberikan pendapatannya. 
Kebaikan dari Gaya kepemimpina ini: 
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a. Ada kemungkinan bawahan dapat mengembangkan kemampuannya daya 
kreativitasnya untuk memikirkan dan memecahkan persoalan serta 
mengembangkan rasa tanggung jawab  
b. Bawahan lebih bebas untuk menunjukkan persoalan yang ia anggap 
penting dan tidak bergantung pada atasan sehingga proses yang lebih 
cepat 
Kelemahanya adalah: 
a. Bila bawahannya terlalu bebas tanpa pengawasan, ada kemungkinan 
terjadi penyimpangan dari peraturan yang berlaku dari bawahan serta 
dapat mengakibatkan salah tindak dan memakan banyak waktu bila 
bawahan kurang pengalaman 
b. Pemimpin sering sibuk sendiri dengan tugas-tugas dan terpisah dari 
bawahan.  
c. Kelompok dapat mengkambing hitam sesuatu kurang stabil frustasi dan 
merasa kurang aman. 
4. Gaya kepemimpinan primal dari goleman (2003) 
Penelitian muhktahir tentang Gaya kepemimpinan yang telah dilakukan 
oleh Goleman pada sejumlaah perusahaan dan kantor. Bahwa gaya 
kepemimpinan dapat berpengaruh pada peningkatan kinerja, dan menyatakan ada 
enam karakteristik atau dimensi gaya kepemimpinan yaitu: 
1. Coercive style (gaya paksaan)  
2. Autocrative style (gaya otokratis) 
3. Afiliative style (Gaya afilisiasi)  
4. Democratic syle (gaya demokratis) 
5. Paceselling style (gaya kecepatan)  
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Gaya Kepemimpinan Menurut Goleman 
Gaya kepemimpinan Karakteristik Kompetensi Cth: Kepemimpinan 
1.    Koersif 
Terarah memerlukan 
penyelesaian cepat 
Kontrol diri, inisiatif, 
dorongan untuk sukses 
Dalam krisis, pemimpin 
akan efektif untuk 
menyelesaikan segala 
bentuk (program atau 
pegawai) 
2.    Otoriter 
Pemimpin: memobilisasi 
pegawai menurut visinya 
Percaya diri, empati alat 
perubahan 
Pemimpin efektif dalam 
situasi yang memerlukan 
visi atau arah baru 
3.    Afiliatif 
Menciptakan harmoni & 




Pemimpin efektif dalam 
memperbaiki keretakan 
antara anggota tim & 














dan terlibat keputusan 
dan proyek penting 
5.    Pelopor 
Menetapkan standar 
tinggi, bertindak sebagai 
model tindakan 
Kesungguhan, dorongan 
untuk sukses, inisiatif 
Pemimpin efektif dalam 
memperoleh hasil dari 
tim yang termotivasi dan 
kompeten 















kekuatan mereka di 
masa mendatang 
Sumber; Goleman (Pasolong 2013:59) 
5.       Pengawasan dilakukan secara wajar. 
6.       Bawahan diberi kesempatan untuk berprakarsa dan menyampaikan saran. 
7.       Tugas kepada bawahan lebih bersifat permintaan daripada instruksi. 
8.       Pujian dan kritik kepada bawahan lebih bersifat secara seimbang. 
9.       Terdapat suasana saling percaya dan saling menghargai 
II.2 WALI KOTA 
 Walikota adalah kepala untuk daerah kota. Seorang walikota sejajar 
dengan bupati yakni kepala daerah untuk daerah kabupaten . Pada dasarnya , wali 
kota memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah 
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD Kota. Walikota dipilih 
dalam satu paket pasangan dengan wakil walikota melalui Pilkada . walikota 
merupakan jaban politis dan bukan pegawai negeri sipil  
  Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah berdasarkan UU 23 Tahun 2014. 
Tugas Kepala Daerah adalah sebagai berikut : 
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1. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; 
2. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; 
3. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan 
Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta 
menyusun dan menetapkan RKPD; 
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan 
Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta 
menyusun dan menetapkan RKPD; 
5. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk 
kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan; 
6. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan 
7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
Dalam melaksanakan tugas kepala daerah memiliki beberapa kewenang. 
Namun kewenangan serta tugas dilarang dilaksanakan jika Kepala Daerah sedang 
menjalani masa tahanan. Selama menjalani masa tahanan, tugas dan 
wewenangan dilaksanakan oleh Wakil Kepala Daerah.  Apabila kepala daerah 
sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara dan tidak ada wakil 
kepala daerah, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah. 
 Berikut kewenangan Kepala Daerah : 
1. Mengajukan rancangan Perda; 
2. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; 
3. Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah; 
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4. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat 
dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat; 
5. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
Wakil kepala daerah mempunyai tugas : 
1. Membantu kepala daerah dalam 
a. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah 
b. Mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan 
dan/atau temuan hasil pengawasan aparat  pengawasan 
c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang 
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur 
d. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang 
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau 
Desa bagi wakil bupati/wali kota 
2. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam 
pelaksanaan Pemerintahan Daerah. 
3. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah 
menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan 
4. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; 
5. wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya 
yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala 
daerah; 
Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi : 
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1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan 
dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
2. Menaati seluruh ketentuan peraturan perundangundangan; 
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi; 
4. Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah; 
5. Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik; 
6. Melaksanakan program strategis nasional; dan 
7. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua 
Perangkat Daerah. 
Selainnya kewajiban diatas kepala daerah  wajib menyampaikan 
laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan 
pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah yang akan dibahas pada tulisan selanjutnya. Dalam melaksanakan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan wakil kepala 
daerah mempunyai hak  protokoler dan hak keuangan. Hak keuangan meliputi gaji 
pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lain. Kepala daerah dan/atau wakil kepala 
daerah yang dikenai sanksi pemberhentian sementara tidak mendapatkan hak 
protokoler serta hanya diberikan hak keuangan berupa gaji pokok, tunjangan anak, 













II.3 Kerangka Konsep 
Menurut Lippit and White membagi 3 gaya kepemimpinan yaitu Otokratis, 































  BAB III 
METODE PENELITIAN 
Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal 
tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu di perhatikan yakni , cara ilmiah, 
data ,tujuan ,dan kegunaan ( Sugiyono , 2003:1) 
III.1 Pendekatan Penelitian 
Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian atau riset yang 
bersifat deskriptif (menggambarkan) dan cenderung menggunakan analisis 
terhadap masalah (http://id.wikipedia.org/wiki). Menurut McMillan & Schumacher 
(2003) penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan 
investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap 
muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif 
kualitatif. Metode penelitian deskriptif digunakan karena penelitian deskriptif ini 
hanya berusaha melukiskan mendeskriptifkan atau menggambarkan obyek yang 
diteliti melalui data informan sebagaimana adanya berdasarkan fakta yang ada di 
lapangan kemudian diartikan dan dihubungkan dengan teori yang bersifat umum 
dan baku . Dengan demikian penulis dapat memperoleh data yang objektif dalam 
rangka memahami Gaya Kepemimpinan Walikota Kota Makassar Periode 2014-
2019 .  
 
 
III.2 Lokasi Penelitian 
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Penelitian di Kantor Balaikota Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi ini 
didasarkan pada data dan informasi yang dibutuhan dapat mudah diperoleh, 
memiliki relevansi dengan substansi masalah yang menjadi obyek penelitian 
III.3 Jenis Data 
Sebagaimana kita ketahui bahwa data adalah catatan atas kumpulan fakta 
dari hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat 
berupa angka, kata-kata, atau citra. Sesuai dengan kaidah-kaidah yang ilmiah 
fakta dikumpulkan untuk menjadi data yang kemudian diolah sehingga dapat 
disampaikan secara jelas dan tepat. Menurut Hasan (2009: 16) data merupakan 
keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui 
atau dianggap. Dengan demikian dibutuhkan sumber yang akurat untuk 
memperoleh data yang terkait dengan penelitian ini. Menurut Lungan (2006: 9) 
jenis data yang dapat diperoleh berdasarkan sumbernya adalah sebagai berikut. 
1. Data Primer 
Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 
hasil observasi maupun wawancara oleh narasumber/informan pada 
objek/lokasi penelitian. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak 
langsung terkait dengan objek penelitian. Data sekunder berupa data 
pendukung yang bersumber dari literatur maupun dokumen-dokumen yang 
terkait dengan objek/lokasi penelitian. 
III.4 Informan (Purposive) 
Penelitian mengenai Gaya Kepemimpinan Walikota pada Sekretariat Kota 
Makassar memerlukan informan yang mempunyai pemahaman yang berkaitan 
langsung dengan masalah yang diteliti guna memperoleh data dan informasi yang 
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akurat, serta informan yang diambil dengan pertimbangan bahwa informan yang 
dipilih dianggap banyak mengetahui atau berkompeten terhadap masalah yang 
dihadapi 
Pemilihan narasumber atau informan pada penelitian difokuskan pada 
representasi atas masalah yang diteliti, Oleh karena itu, informan yang dimaskud 
dalam kegiatan penelitian yaitu: 
 Pegawai Balaikota Makassar  
 Asisten / Staf Ahli Balaikota Makassar 
 Kepala Bagian Balaikota Makassar 
 Camat / Lurah  
 Kepala Dinas  
III.5 Teknik Pengumpulan Data  
Pengumpulan data kualitatif merupakan salah satu teknik pengumpulan 
data dimana wawancara dilakukan secara mendalam atau secara langsung 
dengan informan atau orang-orang tertentu. Kegiatan ini dilakukan sedapat 
mungkin dan diharapkan mampu memberikan informasi tentang pendapat dan 
perasaan seseorang atau kelompok orang dengan menggunakan pertanyaan 
terbuka. Dengan demikian penulis dapat memperoleh data yang objektif dalam 
rangka mengetahui dan memahami kesimpulan yang di dapat dalam melakukan 
penelitian. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Untuk 
memperoleh data, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
a) Data Primer 
Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan atau 





Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui 
pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Hasil observasi 
berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana 
tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk 
memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk 
menjawab pertanyaan penelitian. 
2. Wawancara 
Wawancara (interview) merupakan teknik pengumpulan data yang 
dilakukan melalui tanya-jawab kepada pihak yang terkait dengan objek 
penelitian. Menurut Emzir (2010: 50) wawancara sebagai proses 
komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara 
tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. 
 
b) Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan 
kepustakaan. Data-data yang dikumpulkan merupakan data yang mempunyai 
kesesuaian dan kaitan dengan kebutuhan penelitian yang dilakukan. Data 
sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan cara: 
1) Penelitian Kepustakaan 
Penelitian kepustakaan merupakan cara untuk mengumpulkan data 
dengan menggunakan dan mempelajari literatur buku-buku kepustakaan 
yang ada untuk mencari konsepsi-konsepsi dan teori-teori yang 
berhubungan erat dengan permasalahan. Studi kepustakaan bersumber 
pada laporan-laporan, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan 




Dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk mencari data 
mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, skipsi, buku, dll 
 
III.6 Teknik Analisis Data 
Mendefinisikan analsis adalah proses mencari dan menyusun secara 
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-
bahan lain, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan 
kepada orang lain.  
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
analisis data secara kualitatif, yaitu menggambarkan dan menginterpretasikan arti 
data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam 
sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti. Tujuannya adalah untuk membuat 
deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai 
fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki 
III.7 Fokus Penelitian 
Agar penelitian ini dapat terarah, kiranya perlu dikemukakan terlebih 
dahulu fokus penelitian sebagai berikut: 
1. Pemimpin mau bekerja sama dan memberikan dorongan dalam proses 
melaksanakan tugas. 
2. Pemimpin memberi perhatian pada pengembangan anggota organisasi 
3. Tipe ini mengajak dan mempercayakan bawahan dalam keikutsertaan 








HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
IV.1. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
IV.1.1 Sejarah Pemerintahan Kota Makassar 
 Awal Kota dan Bandar Makassar berada di muara Sungai Tallo dengan 
pelabuhan niaga kecil di wilayah itu pada penghujung abad XV Sumber Portugis 
memberitakan bahwa Bandar Tallo awalnya berada di bawah kerajaan Siang di 
sekitar Pangkajene. Pada pertengahan abad XVI Tallo bersatu dengan kerjaan 
kecil lainnya bernama Gowa, dan mulai melepaskan diri dari kerajaan Siang dan 
menaklukkan kerajaan – kerajaan sekitarnya. Akibatnya semakin intensifnya 
kegiatan pertanian di hulu sungai Tallo mengakibatkan pendangkalan sungai Tallo, 
sehingga bandarnya dipindahkan ke muara sungai Jeneberang, Disinilah 
terjadinya pembagunan kekuasaan kawasan istana oleh para ningrat Gowa-Tallo 
yang kemudian membangun pertahanan benteng Sombo Opu, yang seratus tahun 
kemudian menjadi inti Kota Makassar. 
 Pada Pemerintahan Raja Gowa XVI didirikan Benteng Rotterdam, pada 
masa itu terjadi peningkatan aktivitas pada sektor perdagangan lokal, regional dan 
internasional, sektor politik serta sektor pembangunan fisik oleh kerjaan. Masa itu 
merupakan puncak kejayaan kerajaan Gowa, namun dengan adanya perjanjian 
Bungaya menghantarkan kerajaan Gowa, pada awal keruntuhan komoditi ekspor 
utama Makassar adalah beras yang dapat ditukar dengan rempah-rempah dari 
Maluku maupun barang-barang manufaktur asal Timur Tengah India dan Cina di 
Nusantara Barat . Dari laporan saudagar Portugal maupun catatan-catatan 
Lontara setempat, diketahui bahwa peranan penting saudagar Melayu dalam 
perdagangan yang berdasarkan pertukaran hasil pertanian dengan barang-barang 
impor. Dengan menaklukkan kerajaan – kerajaan kecil di sekitarnya, yang pada 
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umumnya berbasis agraris, maka Makassar menguasai kawasan pertanian agar 
pindah ke Makassar sehingga kegiatan perdagangan semakin terkonsentrasi di 
bandar niaga baru Makassar. 
 Hanya dalam seabad saja Makassar menjadi salah satu kota niaga 
terkemuka dunia yang dihuni lebih 100.000 orang (kota terbesar ke 20 dunia) Pada 
zaman itu jumlah penduduk Amsterdam, yang termasuk kota cosmopolitan dan 
multicultural baru mencapai sekitar 60.000 orang. Perkembangan Bandar 
Makassar yang demikian pesat itu, berkat hubunganya dengan perubahan –
perubahan pada tatanan perdagangan internasional masa itu. pusat utama 
jaringan perdagangan di Malaka ditaklukan oleh Portugal pada tahun 1511, 
demikian di Jawa semakin berkurang mengikuti kekalahan armada lautnya di 
tangan Portugal dan pengkotak-kotakan dengan kerjaan Mataram. Bahkan ketika 
Malaka diambil alih oleh Kompeni Dagang Belanda (VOC) pada tahun 1641, 
banyak pedagang Portugis ikut pindah ke Makassar. 
 Sampai pada pertengahan abad ke -17, Makassar berupaya merentangkan 
kekuasaanya ke sebagian besar Indonesia Timur dengan menaklukkan Pulau 
Selayar dan sekitarnya kerajaan – kerajaaan Wolio di Buton, Bima di Sumbawa 
Banggai dan Gorontola di Sulawesi bagia Timur dan Utara serta mengadakan 
perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Seram dan pulau-pulau lain di Maluku 
secara Internasional sebagai salah satu bagian penting dalam dunia islam ,Sultan 
Makassar menjalin hubungan perdagangan dan diplomatik yang erat dengan 
kerajaan-kerajaan Banten dan Aceh di Indonesia Barat ,Golconda di India dan 
Kekaisaran Otoman di Timur Tengah . 
 Hubugan Makassar dengan dunia islam diawali dengan kehadiran Abdul 
Ma’mur Khatib Tunggal atau Dato ‘Ri Bandang yang berasal dari Minangkabau, 
Sumatera Barat, yang tiba di Tallo (sekarang Makasaar) pada bulan September 
1605 Beliau mengislamkan Raja gowa ke – XIV I- MANGNGARANGI DAENG 
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MANRABIA dengan gelar SULTAN ALAUDDIN (memerintah tahun 1593-1639) 
dan dengan Mangkubumi I-MALLINGKAANG DAENG KATANGKA yang juga 
sebagai Raja Tallo. Kedua raja ini  yang muai memeluk Agama Islam di Sulawesi 
Selatan .  
 Pada tanggal 9 November 1607 tepatnya hari jum’at diadakan shalat Jumat 
pertama di masjid Tallo dan dinyatakan secara resmi bahwa penduduk Kerajaan 
Gowa-Tallo telah memeluk Agama Islam, pada waktu bersamaan pula , diadakan 
shalat jumat di masjid mangallekana sejak tahun 2000 , yang sebelumnya hari jadi 
kota makassar diperingatan pada tanggal 1 april setiap tahunya. Selama dikuasai 
VOC, Makassar menjadi sebuah kota yang terlupakan , maupun para penjajah 
kolonial pada abad ke -19 itu tak mampu menaklukkan jazirah Sulawesi Selatan 
yang samapai awal abad ke-20 masih terdiri dari lusinan kerjaan kecil yang 
independen dari pemerintahan asing , bahkan sering harus mempertahankan diri 
terhadap serangan militer yang dilakukan kerajaan-kerajaan itu . maka ‘ Kota 
Kompeni ‘ itu hanya berfungsi sebagai pos pengamanan di jalur utara 
perdagangan rempah-rempah tanpa hinterland bentuknya pun bukan ‘ bentuk Kota 
, tetapi suatu aglomerasi kampong-kampung di pesisir pantai sekeliling Fort 
Rotterdam.  
 Pada awal abad ke-20 Belanda akhirnya menaklukkan daerah-daerah 
independen di Sulawesi, Makassar dijadikan sebagai pusat pemerintahan kolonial 
Indonesia Timur. Tiga setengah dasawarsa Neerlandica kedamaian dibawah 
pemerintahan kolonial itu adalah masa tanpa perang paling lama yang pernah 
dialami Sulawesi Selatan, dan sebagai akibat ekonominya berkembang dengan 
pesat  penduduk Makassar dalam waktu itu meningkat sebanyak tiga kali lipat dan 
wilayah kota diperluas ke semua penjuru. Dideklarasi sebagai kota madya pada 
tahun 1906 Makassar tahun 1920-an adalah kota besar kedua di luar jawa yang 
membangggakan dirinya dengan Sembilan perwakilan asing sederetan panjang 
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took di tengah kota yang menjual barang-barang mutakhir dari seluruh dunia 
kedua social budaya yang dinamis dan cosmopolitan  
 Perang dunia kedua dan pendirian Republik Indonesia sekali lagi 
mengubah wajah makassar, Hengkangnya sebagaian besar warga asing pada 
tahun 1949 dan nasionalisme Kota Provinsi Bahkan sifat asli Makassar pun 
semakin menghilang dengan kedatangan kekacauan akibat berbagai pergolakan 
pasca revolusi Antara tahun 1930 sampai tahun 1961 jumlah penduduk meningkat 
dari kurang lebih 90.000 jiwa dengan hamper 400.000 orang lebih daripada 
setengahnya pendatang baru dari wilayah luar kota.  
 Makassar sebagai nama kota dimasa pemerintahan Republik Indonesia 
berubah menjadi Ujung Pandang sejalan dengan perluasan wilayah dari ±21 Km² 
menjadi ±175,77 Km² berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 
tentang perubahan batas-batas daerah kota madya Makassar dan Kabupaten – 
Kabupaten Gowa , Maros dan Pangkajene dan Kepualauan dalam lingkungan 
daerah propinsi Sulawesi selatan pada tanggal 31 agustus 1971, kemudian kota 
ini dinamakan kembali menjadi Makassar pada tanggal 13 oktober berdasarkan 
peraturan pemerintah nomor 86 tahun 1999 tentang perubahan nama kota Ujung 
pandang menjadi kota Makassar dalam wilayah propinsi Sulawesi selatan menjadi 
kota Makassar sebagai wujud keinginan masyarakat yang mendapat dukungan 
DPRD bersama pemerintah kota  
Walikota Makassar sejak pemerintahan Belanda sampai sekarang adalah  
a. Pemerintahan Kolonial Belanda  
1. J.E. Dambrink (1918-1927) 
2. J.H.De Groot ( 1927-1931) 
3. G.H.J.Beikenkamp (1931-1932) 
4. Ir.F.C.Van Lier (1932-1933) 




7. H.F.Brune (1936-1942) 
b. Pemerintahan Jepang  
1. Yamasaki (1942-1945) 
c. Pemerintahan NICA  
1. H.F.Brune (1945) 
2. D.M.Van Zwieten ( 1945-1946) 
d. Pemerintahan R.I.S 
1. J.M.Qaimuddin (1950-1951) 
2. J.Mewengkang (1951) 
e. Pemerintahan Republik Indonesia  
1. Sampara Dg. Lili (1951-1952) 
2. Achmad Dara Syachruddin ( 1952-1957) 
3. M.Junus Dg.Mile ( 1957-1959) 
4. Latif Dg.Massikki (1959-1962) 
5. H.Arupala (1962-1965) 
6. Kol.H.M.Dg.Patompo ( 1962-1976) 
7. Kol.Abustam (1976-1982) 
8. Kol. Jancy Raib ( 1982-1988) 
9. Kol.Suwahyo ( 1988-1993) 
10. DR.H.A.Malik B. Masry , SE,MS (1994-1999) 
11. Drs.H.B.Amiruddin Maula , SH,Msi (1999-2004) 
12. Ir.H.Ilham Arief Sirajuddin , MM ( 2004-2008) 
13. Ir.H.A.Herry Iskandar , Msi (2008-2009) 
14. Ir.H.Ilham Arief Sirajuddin , MM (2009-2004) 
15. Ir.H.Moh.Ramadhan Pomanto , M.Si (2014-2019) 
IV.1.2. Visi dan Misi Kota Makassar 
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 Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar tahun 
2005-2025 menetapkan VISI Kota Makassar sebagai VISI Jangka Panjang dengan 
rentang waktu 20 tahun “ Makassar adalah Kota Maritim , Niaga , Budaya , dan 
Jasa yang berorientasi Global , berwawasan lingkungan dan paling bersahabat.” 
 Misi Jangka Panjang “ Memberikan Pelayanan Prima , Pembinaan Dunia 
Usaha ,Mewujudkan Lingkungan yang bersih dan indah  Membangun Komunikasi 
dan Koordinasi , serta meningkatkan ketertiban dan keamanan , Visi Pemerintahan 
Kota Makassar 2014-2019 “ Mewujudkan Kota Dunia Nyaman Untuk Semu “ sub 
visi “ Tata Lorong Bangun Kota Dunia “ 
 
Misi Kota Makassar : 
1. Merekonstruksi nasib rakyat menjadi Masyarakat Sejahtera standar dunia  
2. Mereformasi tata pemerintahan menjadi pelayanan publik kelas dunia 
bebas korupsi  
3. Merestorasi tata ruang kota menjadi kota nyaman kelas dunia . 
8 jalan masa depan  
8 jalan masa depan menuju masyarakat sejahtera standar dunia  
1. Menuju bebas pengangguran .Menciptakan 500 ribu peluang kerja dan 
bisnis baru dalam kurun 5 tahun. 
2. Jaminan sosial keluarga (jam surga) untuk semua .Melanjutkan fasilitas 
IASMO ditambah asuransi jiwa , asuransi kesehatan , asuransi pensiun 
batuan hukum , bursa kerja infaq & zakat bagi kaum dhuafa. 
3. Pelayanan kesehatan darurat gratis ke rumah 24 jam .gratis periksa dokter 
, gratis periksa laboratorium mobile , dan gtatis obat. 
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4. Deposite pendidikan gratis semua bisa sekolah , gratis seluruh biaya , 
gratis perlengkapan sekolah , gratis transportasi sekolah , khusus bagi 
murid tidak mampu. 
5. Sampah kita DIA TUKAR BERAS , penukaran sampah yang sudah dipilih 
dengan beras langsung di lokasi  
6. Training keterampilan gratis dan dana bergulir tanpa agunan .dana bergulir 
sampai dengan 50 juta per kepala keluarga ( kk ) 
7. Rumah kota murah untuk rakyat kecil. Penyediaan rumah beton layak huni 
yang disubsidi 50%  
8. Hidup hijau dengan kebun kota , pembuatan kebun hijau produktif secara 
vertikat pada lorong-lorong seluruh kota. 
 
8 jalan masa depan menuju kota nyaman kelas dunia  
1. Atasi macet,banjir, sampah & masalah perkotaan lainnya . menyelesaikan 
8 masalah besar kota Makassar secara terpadu dalam 5 tahun. 
2. Bentu badan pengendalian pembangunan kota , pembentukan badan 
pendendalian (board) independen yang terdiri dari LSM , akademisi , 
asosiasi profesional , tokoh masyarakat , & unsur-unsur masyarakat 
lainnya dalam 8 tim terpadu . 
3. Bangun water-front city selamatkan pesisir dan pulau-pulau Makassar , 
memitigasi seluruh pesisir pantai , pulau , sungai , danau , kanal dalam 
suatu perencanaan terpadu  
4. Bangun sistem transportasi publik kelas dunia . sistem infermoda 
trasnportasi , dimana busway & monorail sebagai transportsi utama , pete-
pete sebagai feeder , becak sebagai transportasi lingkungan dengan 
sistem one day one ticket “ 
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5. Lengkapi infrastruktur kota berkelas dunia , mempertinggi kualitas 
infrastruktur yang ada & melengkapi infrastruktur kelas dunia yang belum 
dimiliki Makassar  
6. Bangun birring kanal city & 8 ikon kota baru lainya . merevitalisasikan 
koridor kanal , tepian kanal , dengan tanpa menggusur menjadi koridor 
kuliner seafood Kota Makassar  
7. Bangun taman temtik , membangun taman-taman berdasarkan tematik “ 
irama ,aroma , dan warna . 
8. Tata total lorong , menata fisik lorong secara total mulai dari sistem sanitasi 
, air bersih m estetika tampak bangunan , menghijaukan lorong & 
mendorong tumbuhnya home industri . 
8 jalan masa depan menuju pelayanan menuju pelayanan publik kelas dunia 
bebas korupsi  
1. Menuju PAD 1 triliun , meningkatkan dan mendapaatkan 10 BUMD 
profesional , produktif , unggul  
2. Insentif progresif semua aparat RT&RW 1 juta/bulan . mulai dari eselin II 
sampai honorer RTRW , imam mesjid , pemandi mayat , guru paud , dan 
guru sekolah minggu , kader pos yandu . 
3. Kuota nggaran kelurahan 2 miliyar /keluruhan /tahun , memberi wewenang 
kelurahan didalam penggunaan anggaran, 2 milyar dalam 1 tahun yang 
pelaksanaanya berdasrakan muremban tingkat RTRW . 
4. Pelayanan publik langsung kerumah. Satu pegawai kota bertanggung 
jawab melayani langsung ke lingkungan per 500 meter ruas jalan ( street 
goverment) 
5. Fasilitas pelayanan publik terpusat terpadu di kecamatan , semua fasilitas 
pelayanan publik terpadu terpusat disetiap kecamatan dalam satu ruas 
jalan ( citizen street) 
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6. Pembayaran pajak & retribusi tahunan online terpadu , pembayaran PBB , 
parkir tahunan , sewa parkir kawasan , sampah tahunan reklame tahunan 
, dan retribusi lainnya secara online  
7. Bebas bayar internet ruang publik kota “ Makassar cyber city “. 
Pemerintahan kota menyediakan layanan wifi gratis di semua ruang publik 
kota . 
8. Bentuk Makassar incoorpotated & bank of makassar , pembuatan 
perusahaan internasional yang go publik yang di dalamnya ada saham-
saham swasta lainnya yang beroperasi di seluruh indonesia yang menjadi 
andalan keuangan non budgeter pemerintah kota .  
IV.1.3 Geografis  
 Makassar adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak  Di 
Bagian selatan pulau Sulawesi , dahulu disebut Ujung Pandang , yang terletak 
antara 119°24’17’38” Bujur timur dan 5’8’6’19” Lintang selatan yang 
berbatasan sebelah utara dengan kabupaten Maros , sebelah timur kabupaten 
Maros , sebelah selatan kabupaten Gowa , dan sebelah barat adalah selat 
Makassar . Luas wilayah kota Makassar tercatat 175.77 km persegi , Luas laut 
dihitung dari 12 mil per daratan sebesar 29,9 km ² , dengan ketinggian topografi 
dengan kemiringan 0° sampai 9°  
 Terdapat 12 pulau-pulau kecil , 11 diantaranya telah diberi nama da 1 pulau 
yang belum diberi nama , kota makassar memiliki garis pantai kurang lebih 100 
km yang dilewati oleh 2 sungai yaitu sungai tallo dan sungai Jeneberang , 
Makassar memiliki topografi dengan kemiringan kana 0-2 (datar) dan 




Secara administratif jumlah kecamatan dan kelurahan di Kota Makassar 
tidak mengalami penambahan atau pemekaran dengan jumlah 143 kelurahan 
sedangkan RW dan RT masih mengalami penambahan yaitu 994 RW dan 
4,966 RT di tahun 2013 dibandingkan tahun 2011 jumlah RW dan RT naik 2 , 
05 %  dan 2,88 
Secara administratif luas wilayah kota Makassar tercatat 175,77 km2 yang 
meliputi 14 kecamatan dan terbagi dalam 143 kelurahan, 996 RW dan 4.968 RT 
dimana Kecamatan Biringkanaya mempunyai luas wilayah yang sangat besar 
48,22 km atau luas kecamatan tersebut merupakan 27,43 persen dari seluruh luas 
Kota Makassar dan yang paling kecil adalah Kecamatan Mariso 1,82 km atau 1,04 
persen dari luas wilayah Kota Makassar. 
Berikut dapat kita lihat pada tabel 3  tabel 4  tentang jumlah kelurahan 
menurut kecamatan dan luas wilayah serta persentase terhadap luas wilayah 
menurut kecamatan di Kota Makassar. 
IV.1.6 Tenaga Kerja  
 Pada tahun 2013 pencari kerja yang tercatat pada Dinas Tenaga Kerja kota 
Makassar sebanyak 10.623 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 5.276 orang 
dan perempuan 5.347 orang . Dari jumlah tersebut dapat dilihat bahwa pencari 
kerja menurut tingkat pendidikan terlihat bahwa tangka pendidikan Sarjana yang 
menempati peringkat pertama yaitu sekitar 51,92 persen disusul tingkat SMA 
sekitar 29,64 Persen. 
Tabel 5 
Jumlah PNS Pemerintah Kota Makassar menurut Golongan dan 
Eselon  
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IV.1.9 Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Makassar  
Untuk mengetahui secara mendalam suatu organisasi kita tidak hanya 
mengenal prinsipnya saja, ataukah tugas dan fungsinya. Tetapi penting juga 
pemahaman kita terhadap organisasi yang bersangkutan secara lebih luas yang 
tentunya melalui pengetahuan tentang struktur organisasi dari lembaga atau 
badan yang bersangkutan. Karena lewat struktur organisasi dapat di ketahui 
sejauh mana peran dan hubungan satuan-satuan yang ada dalam organisasi 
tersebut, atau dapat dianggap sebagai kerangka dasar menyeluruh yang 
mempersatukan fungsi-fungsi suatu organisasi dan yang menetapkan hubungan-
hubungan fungsi serta personil yang melaksanakan fungsi-fungsi tersebut.  
Dengan menggambarkan struktur organisasi maka akan dapat diketahui hal-
hal tentang organisasi yang meliputi: 
a. Besarnya organisasi yang bersangkutan termasuk pembagian tugas-
tugasnya dalam satuan-satuan organisasi. 
b. Satuan-satuan pemerintah dan bertanggung jawab dari pucuk pimpinan dan 
sebaliknya beserta hubungan-hubungan yang ada diantara satuan-satuan 
organisasi 
c. Perincian atau batas-batas tugas setiap satuan organisasi tersebut dalam 
garis besarnya 
d. Jabatan-jabatan yang terdapat pada organisasi tersebut dan bila perlu nama 
pejabat masing-masing, tingkat peranan dan lain-lain. 
Keempat poin diatas merupakan unsur yang dapat diketahui secara garis 




Dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi khususnya untuk Sekretariat 
Daerah Kota Makassar maka bagan atau struktur organisasi merupakan hal yang 
sangat mendasar untuk diketahui. 
Dalam Perda Kota Makassar Nomor 3 tahun 2009 tentang pembentukan, 
susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Makassar, maka 
susunan dan tata kerja Sekretariat Daerah Kota Makssar terdin dari: 
a. Sekretaris Daerah Kota 
b. Asisten Sekretaris daerah Kota  
c. Bagian 
d. Sub bagian 
Sekretariat Daerah Kota adalah unsur staf yang dipimpin oleh sekretaris 
daerah Kota yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. 
Sekretaris Daerah Kota mempunyai tugas membantu Walikota dalam 
melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi 
dan tata laksanan serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh 
perangkat daerah kota. 
Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sekretaris daerah kota, 
maka sekretaris daerah kota mempunyai fungsi 
a. Koordinasi staff terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat 
daerah dalam lingkungan pemerintah kota makassar dalam rangka 
penyelenggaraan administrasi pemerintahan 
b. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dalam arti mengumpulkan dan 
menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta 
memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan. 
c. Pembinaan pelaksanaan pembangunan dalam arti mengumpulkan dan 
memantau perkembangan penyelenggaraan pembangunan ekonomi 
d. Pembinaan kemasyarakatan dalam arti mengumpulkan dan menganalisa 
data, memantau perkembangan penyelenggaraan kemasyarakatan 
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e. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana 
pemerintah kota. 
Tugas-tugas yang diberikan kepada sekretaris daerah kota merupakan 
tugas pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Maka 
dalam pelaksanaan tugas-tugas sekretaris daerah kota dibantu oleh asisten--
asisten yang terdiri dari: 
a. Asisten Bidang Pemerintahan 
b. Asisten Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Sosial  
c. Asisten Bidang Keuangan dan Aset 
d. Asisten Bidang Administrasi Umum 
Asisten sekretaris daerah kota berada dibawah dan bertanggung jawab 
langsung kepada sekretaris daerah kota. Hal ini didorong oleh tugas dan tanggung 
jawab asisten pada dasamya merupakan pelimpahan tugas dari sekretaris daerah 
kota. 
 
a. Asisten Bidang Pemerintahan 
Asisten pemerintahan terdiri atas: 
a) Bagian Tata Pemerintahan 
- Subbagian Pemerintahan Umum 
- Subbagian Pemerintahan Kecamatan 
- Subbagian Pertanahan 
b) Bagian Organisasi dan Tata Laksana 
- Subbagian Kelembagaan 
- Subbagian Ketatalaksanaan 
- Subbagian Analisis Jabatan 
c) Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia 
- Subbagian Perundang-undangan 
- Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum 
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- Subbagian Bantuan Hukum 
b. Asisten Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Sosial 
Asisten Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Sosial terdiri atas: 
1) Bagian Perekonomian dan Pembangunan 
- Subbagian Pengendalian Administrasi Pembangunan 
- Subbagian Pembinaan Perusahaan Daerah 
- Subbagian Kerjasama Pembangunan Daerah. 
2)   Bagian Kesejahteraan Rakyat 
- Subbagian Pembinaan Mental Spiritual 
- Subbagian Sarana Ibadah 
- Subbagian Lembaga Sosial dan Keagamaan. 
 
c. Asisten Bidang Keuangan dan Aset 
Asisten Bidang Keuangan dan Aset terdiri atas: 
a) Bagian Keuangan 
a. Subbagian Anggaran 
b. Subbagian Perbendaharaan 
c. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi. 
b) Bagian Perlengkapan 
a. Subbagian Analisa  Kebutuhan dan Pengadaan 
b. Subbagian Umum dan Inventarisasi Asset 
c. Subbagian Penyimpanan, Distribusi dan Pemeliharaan. 
d. Asisten Bidang Administrasi Umum 
Asisten Bidang Administrasi Umum terdiri dari: 
a) Bagian Umum dan Kepegawaian 
a. Subbagian Tata Usaha dan Sandi 
b. Subbagian Rumah Tangga 
c. Subbagian Kepegawaian.         
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b) Bagian Protokol 
a. Subbagian Perjalanan Dinas 
b. Subbagian Akomodasi 
c. Subbagian Pengaturan Acara. 
c) Bagian Hubungan Masyarakat 
- Subbagian Pemberitaan 
- Subbagian Dokumentasi 
- Subbagian Pengaduan Masyarakat. 
(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas : 
a. Sekretaris Daerah;  
b. Asisten Bidang Pemerintahan, terdiri atas : 
1) Bagian Tata Pemerintahan, terdiri atas : 
a. Subbagian Pemerintahan Umum; 
b. Subbagian Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan; 
c. Subbagian Otonomi Daerah. 
2) Bagian Pertanahan, terdiri atas : 
a. Subbagian Administrasi Pertanahan; 
b. Subbagian Penyediaan Lahan; 
d. Subbagian Penanganan Masalah Tanah. 
3) Bagian Organisasi dan Tata Laksana, terdiri atas : 
a. Subbagian Kelembagaan; 
b. Subbagian Ketatalaksanaan; 
c. Subbagian Kepegawaian, Analisa dan Informasi Jabatan. 
4) Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia, terdiri atas : 
a. Subbagian Perundang-undangan; 
b. Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum; 
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c. Subbagian Bantuan Hukum. 
c. Asisten Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Sosial,terdiri atas: 
3) Bagian Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas: 
a. Subbagian Pengendalian Administrasi Pembangunan; 
b. Subbagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah; 
c. Subbagian Monitoring  dan Evaluasi. 
4) Bagian Kerjasama, terdiri atas : 
a. Subbagian Kerjasama Antar Daerah/Lembaga; 
b. Subbagian Kerjasama Investasi dan Non Investasi; 
c. Subbagian Administrasi dan Dokumentasi. 
5) Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas : 
a. Subbagian Pembinaan Mental Spiritual; 
b. Subbagian Sarana Ibadah; 
c. Subbagian Lembaga Sosial dan Keagamaan. 
d. Asisten Bidang Keuangan dan Aset, terdiri atas : 
1)   Bagian Keuangan, terdiri atas : 
d. Subbagian Pelaksana Anggaran; 
e. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi. 
2)  Bagian Perlengkapan, terdiri atas : 
a. Subbagian Analisa  Kebutuhan dan Pengadaan; 
b. Subbagian Distribusi dan Penatausahaan; 
c. Subbagian Pemeliharaan. 
e. Asisten Bidang Administrasi Umum, terdiri atas : 
1) Bagian Umum, terdiri atas : 
d. Subbagian Tata Usaha; 
e. Subbagian Rumah Tangga; 
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f. Subbagian Sandi dan Telekomunikasi.            
2) Bagian Protokol, terdiri atas : 
a. Subbagian Perjalanan Dinas; 
d. Subbagian Akomodasi; 
e. Subbagian Pengaturan Acara. 
3) Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri atas : 
a. Subbagian Pemberitaan; 
b. Subbagian Dokumentasi; 
c. Subbagian Pengaduan Masyarakat. 
3. Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana 
tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Daerah ini. 
 




(1) Inspektorat Daerah mempunyai tugas pokok melakukan kewenangan 
Walikota di bidang pengawasan fungsional penyelenggaraan 
pemerintahan daerah. 
(2) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) 
pasal ini,  menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan perencanaan dan program pengawasan fungsional; 
b. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengawasan fungsional; 
c. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah; 
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d. pelaksanaan pemeriksaan fungsional berupa pengujian dan 
penilaian atas kinerja perangkat daerah serta pengelolaan Badan 
Usaha Milik Daerah lainnya; 
e. pelaksanaan pemeriksaan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan 
khusus; 
f. pelaksanaan pengusutan dan penyidikan terhadap dugaan 
penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang berdasarkan 
temuan hasil pemeriksaan dan pengaduan masyarakat; 
g. pelaksanaan tindakan awal sebagai pengamanan diri terhadap 
dugaan penyimpangan yang dapat merugikan daerah; 
h. pelaksanaan pembinaan dan fasilitas pengawasan penyelenggaraan 
pemerintahan daerah; 
i. pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan 
tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional 
Pemerintah (APFP); 
j. pelaksanaan pelayanan informasi pengawasan kepada semua pihak; 
k. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional 
pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik 
daerah yang berada dalam penguasaannya; 
l. pelaksanaan kesekretariatan; 
m. pembinaan tenaga fungsional. 
(3) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah, terdiri atas : 
a. Inspektur; 
b. Sekretariat, terdiri atas : 
1. Subbagian Perencanaan; 
2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; 
3. Subbagian Administrasi dan  Umum 
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c. Inspektur Pembantu Wilayah I; 
d. Inspektur Pembantu Wilayah II;           
e. Inspektur Pembantu Wilayah III;          
f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;  
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
(4) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum pada 
Lampiran XI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini. 
Paragraf 3 
Satuan Polisi Pamong Praja 
Pasal 33 
(1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok menegakkan 
Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan 
ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. 
(2) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud 
ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah 
dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan 
ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; 
b. pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan 
Walikota; 
c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan 
ketentraman masyarakat di daerah; 
d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; 
e. pelaksanaan koordinasi penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan 
Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman 
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masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) daerah, dan/atau aparatur lainnya; 
f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar 
memenuhi dan mentaati penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan 
Walikota; 
g. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional 
pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik 
daerah yang berada dalam penguasaannya; 
h. pelaksanaan kesekretariatan; 
i. pelaksanaan tugas lainnya. 
(3) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas : 
a. Kepala Satuan; 
b. Sekretariat, terdiri atas : 
1. Subbagian Program; 
2. Subbagian Keuangan; 
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 
c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri atas : 
1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; 
2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan. 
d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri atas : 
1. Seksi Operasi dan Pengendalian; 
2. Seksi Kerjasama. 
e. Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri atas : 
1. Seksi Pelatihan Dasar; 
2. Seksi Teknis Fungsional. 
f. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas : 
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1. Seksi Satuan Linmas; 
2. Seksi Bina Potensi Masyarakat. 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
(4) Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana 
tercantum pada Lampiran XII dan merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Daerah ini. 
Paragraf 9 
Badan Arsip, Perpustakaan dan Pengolahan Data 
Pasal 39 
(1) Badan Arsip, Perpustakaan dan Pengolahan Data mempunyai tugas 
pokok  merumuskan kebijakan, mengkoordinir, membina dan 
mengendalikan tugas-tugas di bidang  perpustakaan, kearsipan dan 
dokumentasi. 
(2) Badan Arsip, Perpustakaan dan Pengolahan Data dalam melaksanakan 
tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan rumusan  kebijakan teknis di bidang arsip, perpustakaan 
dan dokumentasi; 
b. penyusunan rencana dan program pelaksanaan fasilitasi kebijakan 
operasional pembangunan kearsipan, kepustakaan dan dokumentasi; 
c. penyusunan rencana dan program pembinaan kearsipan daerah dan 
semua jenis perpustakaan serta pembinaan layanan data dan 
informasi berbasis teknologi informasi; 
d. penyusunan rencana dan program pengumpulan, penyusunan dan 
pengolahan kearsipan, bahan pustaka serta data dan dokumentasi 
yang berbasis Teknologi Informasi; 
86 
 
e. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi lembaga 
terkait dalam rangka pengembangan kearsipan, kepustakaan dan 
dokumentasi; 
f. penyusunan rencana dan program pembinaan  jabatan fungsional 
arsiparis, pustakawan dan operator komputer serta pengembangan 
sumber daya manusia; 
g. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional 
pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik 
daerah yang berada dalam penguasaannya; 
h. pengelolaan administrasi urusan tertentu; 
i. pembinaan tenaga fungsional. 
(3) Susunan Organisasi Badan Arsip, Perpustakaan dan Pengolahan Data, 
terdiri atas : 
a. Kepala Badan; 
b. Sekretariat, terdiri atas : 
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 
2. Subbagian Perlengkapan; 
3. Subbagian Keuangan. 
c. Bidang Arsip, terdiri atas : 
1. Subbidang Pengelolaan dan Konservasi Arsip; 
2. Subbidang Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan. 
d. Bidang Perpustakaan, terdiri atas : 
1. Subbidang Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka; 
2. Subbidang Layanan Pustaka dan Minat Baca. 
e. Bidang Pengelolaan Data Elektronik, terdiri atas : 
1. Subbidang Pengolahan Data dan Dokumentasi; 
2. Subbidang Layanan Data dan Informasi.  
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f. Unit Pelaksana Teknis (UPT); 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
(4) Bagan Susunan Organisasi Badan Arsip, Perpustakaan dan Pengolahan 
Data sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII dan merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
 
Paragraf 10 
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
Pasal 40 
(1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok 
menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di 
bidang kesatuan bangsa dan politik. 
(2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas pokok 
dimaksud ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa 
meliputi pengembangan nilai-nilai kebangsaan, organisasi politik dan 
kemasyarakatan serta  ketahanan nasional; 
b. penyusunan rencana dan program pengembangan nilai-nilai 
kebangsaan, organisasi politik dan kemasyarakatan serta ketahanan 
nasional; 
c. pembinanaan dan penyelenggaraan tugas dibidang kesatuan bangsa 
kemasyarakatan serta ketahanan nasional; 
d. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional 
pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik 
daerah yang berada dalam penguasaannya; 
e. pengelolaan administrasi urusan tertentu; 
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(3) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri atas : 
a. Kepala Badan; 
b. Sekretariat, terdiri atas : 
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 
2. Subbagian Keuangan; 
3. Subbagian Perlengkapan. 
c. Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan dan Bela Negara, 
terdiri atas: 
1. Subbidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara; 
2. Subbidang Pembauran dan Pengembangan Budaya Bangsa. 
d. Bidang Hubungan Antar Lembaga, terdiri atas : 
1. Subbidang Organisasi Politik, Organisasi Masyarakat dan Lembaga 
Swadaya Masyarakat; 
2. Subbidang Hubungan Legislatif dan Lembaga Pemerintah. 
e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Sosial Ekonomi, terdiri 
atas:  
1. Subbidang Kewaspadaan Nasional; 
2. Subbidang Ketahanan Sosial Ekonomi. 
f. Unit Pelaksana Teknis (UPT); 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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(4) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
sebagaimana tercantum pada Lampiran XIV dan merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
1. Ketentuan BAB VI Bagian Ketiga paragraf 11 Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 
41 berbunyi sebagai berikut : 
Paragraf 11 
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
Pasal 41 
(1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai 
tugas pokok melaksanakan kegiatan dan penyusunan pedoman dan 
petunjuk teknis pembinaan dan pengendalian bidang analisa kebijakan 
pemberdayaan perempuan, pemberdayaan dan partisipasi peran serta 
masyarakat dan organisasi perempuan serta program pengarusutamaan 
gender dan anak. 
(2) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam 
melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, 
menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan rumusan kebijakan teknis penyelenggaraan kerjasama 
organisasi perempuan dalam rangka pemberdayaan perempuan; 
b. penyusunan rencana dan program bimbingan peningkatan partisipasi 
peran aktif masyarakat termasuk upaya pemampuan kelembagaan, 
pengelola kemajuan perempuan; 
c. penyusunan rencana dan program pemantauan dan pengkajian 
berbagai  dampak pembangunan terhadap upaya pemberdayaan 
perempuan termasuk data dan informasi kepemimpinan perempuan; 
d. penyusunan rencana dan program di bidang analisa kebijakan 
pemberdayaan perempuan, pemberdayaan dan partisipasi peran serta 
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masyarakat dan organisasi perempuan serta program 
pengarusutamaan gender dan anak; 
e. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional 
pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik 
daerah yang berada dalam penguasaannya 
f. Pengelolaan administrasi urusan tertentu. 
(3) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak, terdiri atas :  
a. Kepala Badan; 
b. Sekretariat, terdiri atas : 
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 
2. Subbagian Perlengkapan; 
3. Subbagian Keuangan. 
c. Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG), terdiri atas : 
1. Subbidang Pemberdayaan Perempuan; 
2. Subbidang Kelembagaan. 
d. Bidang Pengarusutamaan Anak (PUA), terdiri atas : 
1. Subbidang Pemberdayaan Anak; 
2. Subbidang Institusi. 
e. Bidang Advokasi, terdiri atas : 
1. Subbidang Perlindungan Perempuan; 
2. Subbidang Perlindungan Anak.  
f. Unit Pelaksana Teknis (UPT); 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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(4) Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan   Perempuan   dan 
Perlindungan Anak sebagaimana tercantum pada Lampiran XV dan 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
Paragraf 12 
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Pasal 42A 
(1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset mempuyai tugas pokok 
menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam penyusunan 
pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, pengendalian dan 
pengkoordinasian pengelolaan keuangan dan aset. 
(2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas 
pokok dimaksud pada ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan 
keuangan dan aset; 
b. penyusunan rencana dan program pembinaan, pengaturan, 
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan APBD; 
c. penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah, 
rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah 
serta penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan 
anggaran pendapatan dan belanja daerah; 
d. pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pengelolaan dan 
pengendalian serta evaluasi administrasi keuangan daerah; 
e. penyusunan rencana dan program pelaksanaan pinjaman dan 
pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah serta pengelolaan 
utang dan piutang daerah; 
f. penyusunan rencana dan program pelaksanaan sistem akuntansi 
dan pelaporan keuangan daerah 
g. penyusunan rencana inventarisasi barang daerah dan mutasi aset; 
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h. penyusunan rencana dan program pengelolaan aset/barang milik 
daerah serta pelaksanaan persertifikatan tanah Pemerintah Kota 
Makassar; 
i. penyusunan  rencana dan program bimbingan dan petunjuk teknis 
pengelolaan aset/barang milik daerah; 
j. penyusunan rumusan kebijakan teknis pedoman pengelolaan dan 
penghapusan aset/barang milik daerah serta pembinaan Unit 
Layanan Pengadaan Barang/Jasa; 
k. melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan 
barang/aset milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan 
oleh Walikota; 
l. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional 
pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik 
daerah yang berada dalam penguasaannya; 
m. pengelolaan administrasi urusan tertentu; 
n. pembinaan tenaga fungsional. 
(3) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, terdiri atas: 
a. Kepala Badan; 
b. Sekretariat, terdiri atas : 
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 
2. Subbagian Perlengkapan; 
3. Subbagian Keuangan. 
c. Bidang Anggaran, terdiri atas : 
1. Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran; 
2. Subbidang Pengendalian Anggaran. 
d. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas : 
1. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah; 
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2. Subbidang Perbendaharaan dan Gaji. 
e. Bidang Akuntansi, terdiri atas : 
1. Subbidang Pembukuan; 
2. Subbidang Pelaporan. 
f. Bidang Aset, terdiri atas :  
1. Subbidang Mutasi dan Inventarisasi Aset; 
2. Subbidang Pengadaan dan Pemanfaatan Aset. 
g. Unit Pelaksana Teknis (UPT); 
h. Kelompok Jabatan Fungsional. 
(4) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
sebagaimana tercantum pada Lampiran XVI dan merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
Paragraf 13 
Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
Pasal 43  
(1) Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai tugas 
pokok menyelenggarakan pelayanan di bidang perizinan dan non 
perizinan yang menjadi urusan daerah secara terpadu satu pintu serta 
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 
penanaman modal daerah. 
(2) Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dalam melaksanakan 
tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan rumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan 
perizinan dan penanaman modal; 
b. penyusunan, perumusan dan penetapan program serta kebijakan di 
bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal; 
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c. penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman modal dan 
pelayanan perizinan terpadu satu pintu; 
d. pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pelayanan perizinan 
dan non perizinan di bidang penanaman modal; 
e. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di 
bidang perizinan dan non perizinan; 
f. pembinaan dan pelaksanaan pelayanan, informasi, pemrosesan/ 
pengolahan dan pelaporan penyelenggaraan perizinan dan non 
perizinan; 
g. pelaksanaan pelayanan pengaduan dan  melakukan penyelesaian 
atas pengaduan;  
h. penandatanganan perizinan dan non perizinan yang menjadi 
kewenangan Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;  
i. pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan 
perizinan dan non perizinan, termasuk koordinasi pengkajian teknis 
perizinan melalui Tim Teknis; 
j. perumusan, pengembangan dan pengendalian penyelenggaraan 
pelayanan perizinan sesuai dengan kewenangannya; 
k. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional 
pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik 
daerah yang berada dalam penguasaannya; 
l. pelaksanaan kesekretariatan; 
m. pembinaan unit pelaksana teknis dan tenaga fungsional. 
(3) Susunan Organisasi Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, 
terdiri atas : 
a. Kepala Badan; 
b. Sekretariat, terdiri atas : 
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1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 
2. Subbagian Keuangan; 
3. Subbagian Perlengkapan. 
c. Bidang Pelayanan Perizinan, terdiri atas : 
1. Subbidang Informasi dan Pengaduan; 
2. Subbidang Pendaftaran dan Penyerahan Perizinan. 
d. Bidang Pengolahan Perizinan.  
e. Bidang Penanaman Modal, terdiri atas : 
1. Subbidang Pengkajian dan Pengembangan; 
2. Subbidang Promosi dan Investasi. 
f. Bidang Data dan Pengendalian, terdiri atas : 
1. Subbidang Data, Dokumentasi dan Penerapan Teknologi Informasi;  
2. Subbidang Regulasi, Monitoring dan Evaluasi. 
g. Unit Pelaksana Teknis (UPT); 
h. Kelompok Jabatan Fungsional. 
(4) Bagan Susunan Organisasi Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal sebagaimana tercantum pada Lampiran XVII dan merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
 
Pasal II 
1. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka hal-hal yang menyangkut 
pembiayaan, personil, perlengkapan untuk Organisasi Perangkat Daerah 




2. Pada saat berlakunya tentang kelembagaan Pelaksana Harian Badan 
Narkotika Kota Makassar menjadi instansi vertikal, maka tugas pokok dan 
fungsinya sebagai unsur koordinasi dan integrasi berada pada Bagian 
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Makassar yang ditetapkan 
dengan Peraturan Walikota. 
3. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota 










IV.2 .Hasil dan Pemabahasan Penelitian  
 Kepemimpinan merupakan serangkaian kegiatan dari seseorang 
pemimpin dalam menggerakkan atau mempengaruhi orang lain / bawahan dengan 
penuh kesadaran dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan yang telah di 
tetapkan bersama. 
 Salah satu peran seorang kepala pemerintah  adalah sebagai pemimpin 
karena kepemimpinan merupakan sifat dan ciri kepribadian yang membedakan 
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pemimpin dan pengikutnya, kepemimpinan sebagai tingkah laku atau perbuatan 
pemimpin dan kepemimpinan berkaitan dengan hasil pelaksanaan serta kepuasan 
kerja . Kepemimpinan yang efektif merupakan hasil dan kombinasi yang tepat 
antara situasi yang menyenangkan dan gaya kepemimpinan.  
 Hasil dari penelitian ini tentang gaya kepemimpinan walikota pada kota 
makassar yang diperoleh melalui data dari hasil wawancara . 
 Untuk mengetahui gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Walikota 
pada sekretariat Kota Makassar , penulis memilih 3 dimensi gaya kepemimpinan 
yang dikemukakan oleh White & Lippit yaitu Otokratis , Demokratis , dan Laissez 
Fair. 
 
IV.2.1 Gaya Kepemimpinan Otokratis 
Dalam gaya ini , pemimpin menentukan keputusan-keputusan sendiri , dan 
mempunyai tanggung jawab penuh , seorang bawahan hanya bisa patuh dan 
mengikuti segala perintahnya , pemimpin yang menerapkan hal ini biasanya 
merasa bahwa mereka mengetahui segalanya dan cenderung mengepresikan 
dalam bentuk perintah-perintah langsung ke bawahan.menyebabkan bawahan 
sukar dalam berkreasi. Sehingga terkadang jalannya organisasi sangat kaku 
dikarenakan segala hal harus bersumber dari pimpinan untuk memulai jalannya 
organisasi, hal ini juga membuat perkembangan pegawai dalam hal berkreasi dan 
kreatifitasnya tidak berkembang dikarenakan pimpinan yang menentukan gerak 
gerik dan langkah mereka, namun tidak semua pimpinan otokratik yang organisasi 
dipimpinnya akan hancur banyak pimpinan yang menerapkan gaya otokratik juga 
.  
Namun Walikota Makassar  hanya  menerapkan gaya kepemimpinan ini 
jika dalam situasi tertentu jika menemukan pegawai yang kurang disiplin , kurang 
inisiatif , selalu bergantung pada atasan , dan kurang kecakapan dalam 
meyelesaikan tugas yang diberikan . 
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Dalam hasil wawancara pada pegawai Balaikota Makassar tentang gaya 
Kepemimpinan Walikota sbb : 
Menurut Bapak Kepala Bidang Humas : FP 
 
 “ Dalam hal ini bapak tidak terlalu mengekang bawahan beliau telah 
menetapkan beberapa keputusannya dan mengikuti segala arahan namun beliau 
tidak membatasi karyawannya untuk berkreasi dalam menyelesaikan tugas yang 
diberikan. Dan hal gaya kepemimpinan otoraktis bapak hanya menerapkan gaya 
ini dalam kondisi dan situasi tertentu  
(Wawancara 20 Agustus 2015 ) 
 
Dapat kita ketahui dari hasil penuturan Kabid Humas diatas bahwa dalam 
mengambil keputusan dan kebijakan Walikota Makassar menetapkannya, tetapi 
masih memberikan cukup kebebasan berkreasi kepada karyawan dalam 
mengerjakan tugasnya. Ini membuktikan bahwa kepemimpinan wali kota terdapat 
indikasi bergaya otokratik dikarenakan masih membatasi bawahannya. 
Terkadang gaya kepemimpinan memang harus di terapkan akan tetapi 
dalam situasi dan kondisi yang mendesak seperti yang dikatakan Kepala Bidang 
HUMAS bahwa hanya dalam situasi tertentu wali kota menerapkan gaya 
kepemimpinan Otokratik 
 
Sedangkan Menurut Bapak Asisten 1 Bidang Pemerintahan : MSR 
“ Bapak terkadang menerapkan Gaya Kepemimpinan seperti ini tergantung 
dari kondisi yang sedang di hadapi , bapak memberikan kami tugas , dan kami 
semua melaksanakan sesuai dengan kemampuan kami , dalam hal punnisment  
bapak langsung memberikan sanksi tegas terhadap pegawai yang melakukan 
pelanggaran sesuai dengan peraturan dan himbauan, saat eksiden membolos hari 
kerja pertama kerja pasca lebaran beliau langsung mengeluarkan ultimatum 
berupa sanksi yang akan di terima oleh pegawai yang tidak masuk di hari pertama 
kerja  “ 
(Wawancara 21 Agustus 2015 )   
 
Hasil penjelasan diatas bahwa Walikota Makassar menerapkan gaya 
kepemimpinan yang otokratis tergantung pada situasi dan kondisi tertentu. Beliau 
mengeluarkan kebijakan kemudian seluruh pegawai melaksanakan berdasarkan 
tugasnya masing-masing. Apabila terjadi kesalahan dalam pengerjaan tugas yang 
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diberikan Walikota tidak langsung memberikan punishment melainkan teguran 
secara lisan. Akan tetapi, apabila terjadi pelanggaran berat mengenai kedisiplinan 
Walikota Makassar memberikan  sebuah punishment. 
 
Menurut Pegawai Kesbangpol: SA 
 “Beliau tidak pernah melakukan arahan yang membuat kami merasa 
tertekan, khususnya saya salah satu pegawai merasakan hal itu , bapak hanya 
menerapkan gaya seperti ini jika salah satu pegawai mengalami penurunan 
kedisiplinan dalam kerja, kejadian kemarin memberikan dampak dan contoh positif 
bagi seluruh pegawai agar tetap professional dalam bekerja dan sadar akan 
kesiplinan yang telah di patuhi  
 
Berdasarkan wawancara diatas pegawai tidak merasakan terbeban 
dengan setiap arahan yang dibuat oleh Walikota Makassar namun disebutkan lagi 
bahwa walikota sendiri akan menerapkan gaya kepemimpinan seperti ini jika 
dalam situasi dan kondisi tertentu yang mendesak pimpinan dalam hal ini walikota 
makassar untuk menerapkannya. 
 
Menurut Pegawai Bagian Protokol : HH 
 “  Untuk hal dalam menyelesaikan masalah yang ada di kantor ini tetap 
mengkoordinasikan Kepada bawahan , setelah itu bapak mengambil keputusan 
atau langkah-langkah yang pantas . dan hal mengenai kedisiplinan atau 
pengawasan terhadap pegawai sangatlah ketat terutama dalam hal tata tertip yang 
telah disepakati , menurut saya beliau cukup dekat dengan bawahannya.” 
 
 Sesuai dengan diatas dalam hal penyelesaian permasalahan yang sedang 
di hadapi oleh pemkot walikota sendiri tetap melakukan koordinasi kepada 
pegawai setelah dilakukan hal itu  barulah walikota memutuskannya, dan walikota 
sangat ketat dalam hal kedisiplinan.  
  
Sedangkan Menurut  Asisten IV Bidang Administrasi Umum : KI 
 “ Mungkin sebagian organisasi masih ada yang menerapkan gaya 
kepemimpinan otokratis yang hanya bisa memutuskan kehendaknya , namun lain 
hal  Bapak Walikota Makassar , yang menerapkan gaya kepemimpinan seperti ini 
pada situasi tertentu saja , jadi bisa dikatakan gaya kepermimpinan seperti ini tidak 
mendominasi dalam gaya kepemimpinannya.” 
 
 Walikota Makassar menerapkan gaya kepemimpinan ini namun, tidak 
paling dominan di terapkan oleh Walikota sendiri. Sebagian besar masih ada 
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organisasi yang menerapkan dan menggangap gaya kepemimpinan yang tetap di 
terapkan oleh sebuah organisasi , namun tidak dengan Walikota Makassar  
Menurut Kepala Dinas PU: AS 
 “ Dampak yang kami rasakan selama ini adalah walikota menerapkannya 
sesuai porsinya tidak lebih dan tidak kurang , saat ada bawahan yang melakukan 
pelanggaran yang dapat mempengaruhi proses kemajuan di berikan sanksi 
berupa lisan terlebih dahulu , kemudian jika ada pegawai yang melakukan 
pelanggaran yang sangat berat dan dapat mencoreng nama baik pemerintahan 
kota makassar dengan langsung walikota memecat bawahan tersebut. Hal ini 
dilakukan olehnya supaya kami semua sadar atas kedisiplinan dalam bekerja.gaya 
kepemimpinan seperti ini tidak mendominasi dalam pemerintahannya namun jika 
dalam situasi yang mengharuskannya walikota menerapkanya”  
 
Walikota Makassar melihat dari pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian 
pegawai berat atau ringan , jika pelangaran yang ringan walikota memberikan 
toleransi berupa teguran lisan , namun jika ada bawahan yang melakukan 
kesalahan yang fatal walikota langsung memberikan saksi berat dengan kata lain 
pemecatan dari jabatan dan pekerjaanya.  
 
Dapat disimpulkan bahwa wali kota dalam memimpin pemerintah daerah 
menerapakan gaya kepemimpinan otokratik dalam melaksanakan tugasnya 
sebagai pemimpin, sesuai situasi  akan tetapi masih memberi toleransi bagi 
bawahannya dan menerapkan gaya kepemimpinan ini namun tidak 
mendominasinya. 
 
IV.2.2 Gaya Kepemimpinan Demokratis  
Dalam gaya ini pemimpin sering mengadakan konsultasi dengan mengikuti 
bawahanya dan aktif dalam menentukan rencana kerja yang berhubungan dengan 
kelompok . Partisipasinya digunakan dan kondisi tepat , akan menjadikan hal yang 
efektif , seorang pemimpin berkesempatan untuk memberikan motivasi bawahan 
dalam menyelesaikan tugasnya untuk meningkatkan produktivitasnya , dan sering 




Tujuan Walikota lebih dominan menerapkan gaya kepemimpinan ini karena 
dapat memberikan dampak positif terhadap pegawainya karena dapat 
menumbuhkan rasa tanggung jawab besar dalam menyelesaikan pekerjaan  , dan 
walikota memberikan hak penuh dalam mengontrol supervisor  bahkan dapat 
menurunkan rasa egoisme terhadap masing-masing pegawai dan lebih matang 
dan bertanggung jawab terhadap pangkat dan statusnya. Hal ini sangat 
menguntungkan bagi organisasi , setiap ciri-ciri dari teori yang di paparan dibab 
sebelumnya menyatakan walikota menerapkan gaya ini dengan semestinya  
Dalam wawancara pada pegawai balaikota makassar tentang Gaya 
Kepemimpinan Walikota Kota Makassar  
Menurut Bapak Staf Ahli 1 bidang Peningkatan Kualitas Manusia : ID 
“Dalam hal pengambilan keputusan tugas walikota makassar 
memberikan kesempatan pada kepala bagian  untuk bisa mengemukakan 
pendapat, saran-saran , dan ide-ide untuk kemajuan organisasi dan tidak 
membatasi kami dalam hal untuk memajukan organisasi ini  , ” 
(Wawancara 24 Agustus 2015 ) 
 
 Dalam hal yang bisa memberikan dampak positif bagi organisasi Walikota 
memberikan kebebasan pada setiap bawahan atau pegawai untuk memberikan 
kritik mereka dalam memajukan organisasi dalam hal ini Pemkot Makassar 
sendiri. Dan tidak memberikan ruang pembatas mengenai hal itu . 
 
Menurut Pegawai Humas : FT 
 “ Setiap pengambilan keputusan untuk kemajuan organisasi beliau sering 
mengikutkan kami dalam memutusakan dan membebaskan kami untuk 
mengeluarkan saran dan masukan saat pertemuan/ rapat . hal ini membuat kami 
merasa sangat nyaman dan memberikan kami keluasan untuk mengeluarkan 
kreativitas kami dalam meyelesaikan setiap pekerjaan kami .  
(Wawancara 25 Agustus 2015 ) 
 
Hasil wawancara diatas membuktikan bahwa dalam pengambilan 
keputusan Walikota Makassar senantiasa memberikan kesempatan kepada 
seluruh bawahannya sehingga hal tersebut dapat menjadi masukan dan saran 
dalam penetapan kebijakan yang dimaksud dan memberikan banyak manfaat 
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dalam menerapkan gaya ini dan memberikan kenyamanan terhadap semua 
pegawai. 
 
Menurut Bapak  Kepala Bagian Kesejahteraan : KM 
“Dalam melaksanakan tugas tiap-tiap kepala bagian , wallikota 
makassar memberikan kepercayaan sepenuhnya untuk menyelesaikan tugas dan 
pekerjaanya  sesuai dengan kemampuan dan tufoksi  masing-masing bagian  “ 
(Wawancara 25 Agustus 2015 ) 
 
 Setiap bagian telah memiliki tugas masing-masing yang harus di 
selesaikan dan walikota memberikan kepercayaan untuk hal itu. Karena 
kepercayaan sangat  diperlukan dalam pekerjaan dan di organisasi. 
Menurut Kepala Kecamatan Makassar : MTR  
 “ Kami sangat antusias terhadap Walikota karena beliau memberikan kami 
kesempatan untuk bisa ikut serta dalam memajukkan dan melancarkan segala 
program-programnya seperti Lorong tidak rantasa , apa lagi dia pernah menjadi 
anak lorong yang merasakan juga, kami sangat senang dan merasa tenang dalam 
menyelesaikan segala pekerjaan kami dan melayani masyarakat juga.” 
  
Seperti Pemaparan yang diatas salah satu Camat merasa sangat senang 
dengan gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Walikota saat ini karena 
meluaskan kami untuk membantu melancarkan segala program-program yang di 
layangkan oleh walikota.  
 
Menurut Pegawai Staf Ahli : AT 
 “ Setiap melakukan perumusan kebijakan atau keputusan untuk kemajuan 
pemerintahan beliau sering mengikut sertakan kami untuk bisa memberikan 
berupa ide-ide begitu juga dalam diskusi , sedangkan dalam hal memutuskan 
sebuah keputusan yang menentukan tetap Walikota Makassar “ 
(Wawancara 25 Agustus 2015 ) 
 
  Walikota memberikan kebebasan untuk ikut serta dalam diskusi mengenai 
perkembangan organisasi atau Balaikota Makassar seperti proker-proker 
pekerjaan  walaupun Walikota memberikan hal itu mengenai keputusan kembali 





Menurut Pegawai  Bagian  Keuangan: FA 
 
 “ Selain bapak memberikan kami kebebasan untuk mengajukan saran dan 
ide bapak tetap memiliki alternatif dalam penentuan keputusan dan tidak luput juga 
mengikut sertakan  kami merumuskan kebijakan bersama-sama , dan bapak biasa 
memberikan kami bimbingan kemudian memberikan reward kepada pegawai yang 
mempunyai kinerja baik selain memperhatikan kesejahteraan masyarakat bapak 
juga memberikan hal yang sama kepada kami sebagai pegawai “ 
(Wawancara 25 Agustus 2015 ) 
  
 Inti dari pemaparan diatas walikota tetap memberikan kebebasan untuk 
mengeluarkan saran dan kritik untuk memajukan organisasi sendiri . namun hal 
siapa yang menentukan sebuah keputusan tetaplah walikota itu sendiri. Dan 
memberikan penghargaan atau reward terhadap pegawai yang menurut walikota 
dan hasil rapat melakukan dan mempunyai kinerja baik selama ini dan tetap peduli 
degan semua pegawai yang ada dan bekerja di bawah naungan Pemerintahan 
Kota Makassar.  
Menurut Lurah Maricaya:  
 “saya sebagai lurah sangat merasakan sangat bangga dan senang karena 
bisa ikut langsung mengsukseskan program-program pemerintah dalam masa 
jabatan Danny Pomanto dimana kita semua sebagai lurah dapat mengeluarkan 
semua kreativitas kami untuk kemajuan makassar khususnya pada salah satu 
program yaitu lorong tah tidak rantasa yang turun langsung mensosialisasikan 
semuanya dan meningkatkan kesadaran kami tentang kebersihan lorong” 
 
 Berdasarkan yang diatas bisa dikatakan kebangga yang di rasakan oleh 
semua lurah yang ada di makassar karena bisa ikut mengsukseskan program-
program pemerintah yang bertema dengan lorong, sebagaiman yang diketahui 
terdapat banyak lorong-lorong yang ada di makassar sehingga walikota makassar 
memberikan perhatian khusus tehadap penataan lorong yang baik, karena 
walikota makassar saat ini Danny Pomanto merupakan anak lorong juga sesuai 
dengan slogannya.  
 
 
Petikan semua wawancara diatas menjelaskan bahwa Walikota Makassar 
menjalankan setiap keputusan dan kebijakan yang diambil. Sehingga semua 
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pegawai dapat bekerja semaksimal mungkin sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsinya masing-masing.dan hal ini membuktikan bahwa ciri-ciri seorang 
pemimpin yang menerapkan gaya kepemimpinan demokratis telah memenuhi dan 
sesuai pada gaya ini . memberikan dampak yang positif terhadap kelangsungan 
pemerintahan khususnya Makassar dan bukan hanya pemerintahan Kota 
Makassar saja melainkan Kota-Kota lain menerapkan gaya ini , karena meraka 
berpendapat bahwa gaya ini lebih efektif dan efesien terhadap organisasi tentunya  
dan memberikan kenyamanan antara pemimpin dan pegawai dalam 
menyelesaikan pekerjaan dan gaya kepemimpinan ini sangat dominan di terapkan 
di Kantor Balaikota Makassar . 
 
IV.2.3 Gaya kepemimpinan Laissez faire  
 Pada gaya ini berasumsi bahwa suatu tugas disajikan kepada kelompok 
yang biasanya menentukan teknik mereka sendiri untuk mencapai tujuan tersebut 
dalam rangka mencapai saran-saran dan kebijakan organisasi , kepemimpinan ini 
melaksanakan peranya atas dasar aktivitas kelompok dan pimpinan kurang 
mengadakan pengorntrolan terhadap bawahanya . pemimpin memberikan secara 
penuh tanggung jawab kepada bawahanya , pemimpin pada gaya ini sifatnya pasif 
dan seolah-olah tidak mampu memberikan pengaruh kepada bawahanya  
 Dalam hasil wawancara pada pegawai balaikota makassar , tentang gaya 
kepemimpinan kota makassar  :   
Menurut Ibu Kepala Bagian Umum : MW 
 “Dalam hal ini  walaupun walikota makassar memberikan kepercayaan 
kepada sepenuhnya untuk meyelesaikan pekerjaan , namun beliau tetap 
bertanggung jawab atas segala yang terjadi dibalaikota ”   dan beliau sering 
melakukan diskusi untuk mengetahui perkembangan pegawainya” 
(Wawancara 26 Agustus 2015)  
 
 Walapun walikota telah memberikan kepercayaan untuk pekerjaan, 
walikota makassar tetap bertanggung jawab apa pun mengenai organisasi dan 
105 
 
dan pemkot dan tidak lupa melakukan diskusi tentang kebijakan dan 
pekerkembangan kinerja pegawai.  
Menurut Kepala Lurah Balana:  
 “Menurut saya walikota melaksanakan pekerjaan dengan baik , walaupun 
walikota mempunyai kesibukan di luar juga. Ada pun pekerjaan yang harus 
menunggu walikota kembali dari tugas dinas dan ada pun pekerjaan yang dapat 
di limpah kan pada jajarannya.   
 
 Walikota yang saat ini selalu bisa menyelesaikan semua pekerjaan biarpun 
dia sering melakukan dinas luar . namun jika walikota belum sempat 
menyelesaikan dia bisa memberikan limpahan kepada jajarannya namun jika ada 
pekerjaan yang tidak bisa di limpah kan maka pekrjaan itu harus menunggu 
sampai walikota makassar kembali dari tugas dinas. 
 
Sedangkan Menurut Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan : MS 
 
 “Kami melaksanakan semua pekerjaan kami sesuai keahlian dan fungsi di 
setiap bagian yang telah di tentukan , kami semua diberikan kebebasan namun 
mengenai hal monitoring atau pengawasan tetap dilakukan oleh Walikota untuk 
tetap selarasnya proses organisasi”  
(Wawancara 26 Agustus 2015) 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat digambarkan bahwa Walikota 
Makasssar tetap bertanggungjawab secara penuh atas semua kegiatan dan 
pekerjaan yang dilakukan pada Kantor Balaikota. Meskipun kepercayaan sudah 
diberikan kepada para bawahan untuk dapat menyelesaikannya. Ini  
membuktikan tipe pemimpin yang mampu melindungi seluruh anggotanya. 
Menurut Pegawai Bagian Umum : AB 
 “ Walikota lebih sering beraktivitas di luar kantor di banding kan di dalam 
kantor dan  beliau sosok yang lebih suka meyelesaikan setiap  pekerjaanya 
dengan memberikan bukti bukan hanya bisa duduk saja dan hanya memberikan 
arahan, namun dalam masalah internal di balaikota bapak tetap mengambil alih.” 
(Wawancara 26 Agustus 2015) 
Walaupun Walikota Makassar sering melakukan dinas luar , walikota tetap 
melakukan pengawasan dan semua pegawai yang ada di balaikota Makassar 
tetap melakukan aktivitas sesuai dengan bagian-bagian tanpa harus menunggu 
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instruksi pimpinan , bisa di simpulkan bahwa pegawai telah bisa berinisitif sendiri 
dan kreatif dalam menyelesaikan tugas tanpa harus menunggu Walikota kembali 
dari dinas luar.  
Menurut Bapak Kepala organisasi dan Tata Laksana ( Ortala) : AY 
”Dalam pelaksanaan kegiatan organisasi di kantor balaikota , walikota 
memberikan kepercayaan untuk dipegang sepenuhnya oleh semua kepala 
bagian yang telah di tentukan dan mampuh menjalankan amanah  yang telah 
diberikan oleh beliau , namun dalam hal pemberian amanah beliau tetap rutin 
melakukan pengawasan terhadap seluruh kepala bagian “  
(Wawancara 26 Agustus 2015)  
 
Seperti yang dipaparkan oleh Kabag Ortala semua pegawai mengerjakan 
pekerjaan dan mampuh menjalankan setiap amanah Walikota tetapi 
pengawasan tetap dilakukan  
Menurut Kepala Dispora: 
 “Setiap tanggung jawab yang didapat oleh walikota , beliau dapat 
menyelesaikan segalanya dengan baik , walaupun di ketahui sebagian besar 
walikota menghabiskan waktunya beraktivitas di luar atau dinas luar, 
sebagaiman yang diketahui dalam hal tugas-tugasnya walikota dapat 
menyelesaikan tapi tergantung pada kondisi , walikota dapat memberikan 
mandat kepada bawahannya untuk menyelesaikan pekerjaannya namun ada 
juga pekerjaan yang harus di seleaikan oleh walikota sendiri” 
 Walikota makassar dengan wewenang yang dia miliki bisa memberikan 
mandat untuk menyelesaikan tugas yang belum sempat di selesaikan akan tetapi 
ada pun pekerjaan yang tidak bisa di mandat kan oleh siapa pun kecuali Walikota 
yang menyelesaikan tugas tersebut  
 
Menurut Pegawai Badan Arsip: SR 
 
 “Menurut saya bapak menyerahkan sepenuhnya pekerjaan-pekerjaan 
sesuai dengan fungsi dan kewajiban setiap bagian di kantor ini , namun bapak 
tetap melakukan pengawasan kepada kami semua , tentang kelancaran 
pekerjaan kami  di sini , dan pekerjaan kami tetap menyelesaikan pekerjaan 
walaupun bapak sedang melakukan dinas luar kami tidak menunggu instruksi 
sampai bapak kembali dari tugas dinasnya. Bapak tetap bertanggung jawab akan 
segala hal mengenai pekerjaan dan tugasnya sebagai pemimpin, mengenai isu 
yang menyebar kami tetap berusaha untuk mencapai pengayom masyarakat 
walaupun kami belum maksimal” 
(wawancara 26 Agustus 2015)  
Pernyataan diatas menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan di Kantor 
Balaikota Makassar berjalan atas dasar kepercayaan yang telah diberikan oleh 
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Walikota. Sehingga dengan demikian seluruh pegawai bekerja dan 
bertanggungjawab atas amanah yang diberikan tersebut.dan tidak menunggu 
arahan dari pimpinan sehingga jika Walikota sedang dinas luar aktivitas dan 
pekerjaan yang telah di berikan tetap berjalan dengan semestinya.  
Tujuan walikota juga menerapkan gaya seperti ini karena ingin melihat 
semua pegawainya tidak bergantung pada 1  pengetahuannya saja melainkan 
walikota ingin semua pegawainya dapat mengembangkan kemampuan yang 
mereka miliki dan kuasai serta meningkatkan kreativitas baru yang dapat 
menunjang diri pribadi dan organisasi tentunya. Hal ini dapat memberikan 
keuntungan bagi mereka dan pekerjaan mereka , dan mereka dapat dengan cepat 
menunjukkan segala persoalan  dan tidak bergantung kepada atasan sehingga 
proses penyelesaian dapat diselesaikan dengan cepat .  
  Dan berhasil dalam menyelesaikan pekerjaan maka akan di berikan 
penghargaan dan jika sebaliknya akan di berikan dorongan motivasi sehingga 
pegawai dapat kembali pada pekerjaan dengan baik.  
 Berdasarkan dari semua hasil wawancara yang dilakukan dapat ditarik 
kesimpulan hal ini bisa di katakan bahwa gaya kepemimpinan yang paling 
dominan di terapkan adalah gaya kepemimpina demokratis , karena walikota 
mengangap dan yakin bisa membawah roda pemerintahan dengan baik , dan 
menjalankan visi, misi pemerintahan kota makassar , namun tidak luput dari kedua 











  Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada Bab sebelumnya 
maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 
Walikota Makassar dalam menjalankan kepemimpinanya di Balaikota 
menerapkan 3 gaya kepemimpinan, yaitu Gaya Otoriter, Gaya Demokratis, dan 
gaya Laissez Faire. Berdasarkan wawancara menunjukkan bahwa Gaya 
kepemimpinan Demokratis merupakan gaya kepemimpinan yang paling dominan 
diterapkan oleh Walikota Makassar dalam hal ini ( Danny Pomanto)  , namun 
kedua gaya kepemimpinan yang lainya juga diterapkan namun di sesuaikan 
dengan kondisi dan situasi yang dihadapi saat memimpin, contohnya gaya 
kepemimpinan otokratis di terapkan Walikota dalam menentukan keputusan dan 
kedisiplinan tata tertip  sedangkan  gaya kepemimpinan Lassies Faire jika Walikota 
lebih sering beraktivitas di luar kantor kemudian  kemampuan pegawai sudah 
menunjukkan peningkatan  tanpa harus selalu diberikan arahan dari Walikota 
Makassar  karena sudah memiliki  tugas dan fungsi pokoknya sesuai bidang 
masing-masing di kantor Balaikota Makassar. 
Oleh karena itu Gaya kepemimpinan Demokratis dapat membantu dalam 
mencapai tujuan organisasi yang menyatakan pencapaian visi misi dan tujuan 
organisasi telah terlaksana. Contoh fakta yang ditemukan saat perumusan 








 Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang ada , maka penulis dapat 
mengemukakan beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi , 
sebagai berikut :  
1. Walikota Makassar dapat mempertahankan dan terus mengembangkan 
gaya kepemimpinan Demokratis yang saat ini terapkan di kantor Balaikota 
Makassar agar pencapaian organisasi dapat dapat berjalan semaksimal 
mungkin dan memperbaiki segala isu miring yang berkembang di kalangan 
masyarakat Makassar. 
2. Dapat lebih meningkatkan kinerja seluruh pegawai balaikota makassar dan  
peran walikota makassar melakukan pengawasan serta kontrol dalam 
penyerahan wewenang kepada pegawai juga. 
3. Diharapkan walikota lebih tegas lagi dalam memberikan punishment 
terhadap pegawai yang melanggar peraturan  agar timbulnya kesadaran 
dari diri mereka sendiri dan memberikan reward kepada pegawai yang 
menunjukkan prestasi dalam menyelesaikan pekerjaan 
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